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ABSTRAK

ANALISIS TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PUBLIK
PADA BALAI KARANTINA PERTANIAN
KELAS I PALANGKARAYA KALIMANTAN TENGAH
(Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik)

Agus Sugiyono
Sugiyonodvm73(@gmail com

Program Paska Sarjana
Universitas Terbuka

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang pelayanan publik mewajibkan bagi
penyelenggarara negara untuk menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan norma-
norma yang berlaku dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat. Salah satu
cara untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan publik adalah dengan cara mengukur
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Nepara Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB)} Nomor 16 Tahun 2014, tentang pedoinan survei Indek
Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Pada penelitian ini
menggunakan desaian penelitian gabungan kuantitatif, dengan populasi yang menjadi
obyek penclitian adalah masyarakat pengguna jasa karantina sclama periode Bulan
Agustus-September 2017, dengan sampel sebanyak 279 quisioner diambil secara langsung
(acidentul sampling) yang ditemui pada saat survei dilakukan, yang terbagi dalam tiga
wilayah kerja Thlik Riwud, Sampit dan Pangkalanbun. Hasil penelitian Indeks Kepuasan
Masyarakat pada Balai Karantina Pertanian Kelas 11 Palangkaraya didapatkan nilai 80,86
(baik), dengan perincian masing masing wilayah kerja, wilayah kerja Pangkalanbun 81,60
(Amat Baik), wilayah kerja Tjilik Riwud 84,08 (amat Baik), wilayah Kerja Sampit 76,84
(baik). Unsur pelayanan berupa prosedur layanan (U1), persyaratan layanan (U2) dan
unsur kesesuaian produk layanan (U10) kurang mendapatkan respon (baik) dari
masyarakat. Respon amat baik didapatkan pada unsur penanganan pengaduan saran dan
masukan (U14), unsur kepastian dan kewajaran biaya pelayanan (U8), unsur kedisiplinan
dan tanggung jawab petugas layanan (U4), kejelasan petugas layanan (U3), dan unsur
kemampuan petugas layanan (US5). Rekomendasi untuk lebih meningkatkan pelayananan
publik pada Balai karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya dengan penyiapan ruangan
sarana dan prasarana fasilitas pelayanan publik pada wilayah Kerja Sampit serta kerjasama
dengan BKSDA dalam penerbitan SATDN/LN dan dinas yang membidangi fungsi
kesehatan hewan dalam penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan/ Produk hewan
(SKKH/PH).

Kata Kunci : pelayanan publik, Indek Kepuasan Masyarakat, unsur pelayanan
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ABSTRACT

ANALISIS OF LEVEL PUBLIC SATISFACTION
IN AGRICULTURE QUARANTINE OFFICE
PALANGKARAYA CENTRAL BORNEO
(Implemention of Law Number 25 Year 2009 abaut Public Service)

Agus Sugiyono
sugivonodvim 73 email. com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

The declaration of public service law No. 25 year 2009 makes the state
administrator to administrate public service based on the prevailing norms in order to
fulfill the need of public service as the obligation of state administrators. One way to
measure the level of satisfaction of public service is by measuring the Index of Community
Satisfaction in accordance with the decision of State Ministry of empowerment of State
employess No. Kep/23/M.PAN/2/2004 and the regulation of State Ministry for
Empowerment of State Employess and Beureaucracy Reformation (MenPAN-RB) No.16
year 2004 about survey guidelines of index of community satisfaction (IKM) toward the
administration of public services. In this research use mixed quantitatif design with
population and the object research people who quarantine service users in this periode
August-September year 2017, by the responden / sampel meet surveyor directly
(accidental sampling). Amount 279 questionnaires device in three working areas Tjilik
Riwud, Sampit and Pangkalanbun. The result of index of community satisfaction at
agriculture Quarantine Office Palangkaraya Central Borneo i1s 80,86 (good), the specific
description of index of community satisfaction in each working area Pangkalanbun 1s
81,60 (excellent), Tjihk Riwut working area is 84,04 (excellent), Sampit 1s 76,84 (good).
Service elements in the form of Service Procedures (U1), Requirements of Service (U2)
and conformity service product (U10) get less response from commumty. The highest
responses are obtained from the handiing of complaints and suggestions (Ul4) and
followed by the element of certainty and fairness of service charge (U8) and the element of
discipline and responsibility of service personal (U4), clarity of service personal (U3} and
the element of ability service personal. Recomendation of this study to improve public
service in quarantine service in Palangkaraya by preparing facility public service in the
Sampit working area and colaboration with natural concervation resources center who the
publishcr of documcnt (SATS-DN/LN) and veterinary service office who publisher
animal health certificate and animal health product certiftcate.

Key Words: public service, index of community satisfuction, element of service.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas,
sesuai standar dan dapat memuaskan masyarakat masih menjadi sesuatu yang ma-
hal didapatkan di Negara Republik Indonesia, Masyarakat belum merasakan
manfaat yang nyata dari proses layanan oleh penyelenggara layanan publik, dan
kondisi sangat berbeda halnya dengan penyelenggaraan layanan publik yang
diselenggarakan oleh pihak-pihak swasta (perbank-kan, perhotelan, rumah sakit
swasta dil). Ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dengan pelayanan yang
diberikan oleh penyelenggara negara, mengakibatkan timbulnya berbagai

persoalan dan keluhan yang dirasakan oleh masyarakat

Kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah pada
umumnya masih jauh dari standart yang telah ditetapkan, hal ini ditandai masih
banyaknya keluhan yang disampaikan melalui media sosial (medsos), baik secara
langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik yang tidak sesuai tersebut
terkait dengan pelayanan yang tidak efektif, tidak efisien, berbelit-belit, terjadi
tumpang tindih kewenangan, tidak ada kepastian waktu dan biaya dalam proses
pengurusan, adanya sifat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan sikap

Aparatur Sipif Negara yang tidak profesional.

Pusat Studi pendidikan Universitas Gajah Mada (UGM), melalui proses
risetnya pada Tahun 2007, menemukan kualitas pelayanan publik masih rendah

dengan indikasi sebagai berikut :
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a. Ketidakjelasan waktu, biaya dan mekanisme pelayanan,

b. Diskriminasi pelayanan pada pertemanan, aftliasi politik, etnis/suku dan
apama,

¢. Panjangnya rantai birokrasi

d. Adanya budaya suap dan pungutan liar untuk mempercepat pelayanan.

e. Oreantasi aparatur pelayanan mengutamakan pejabat dan atasannya,
bukan pada publik atau masyarakat.

f. Berkembangnya budaya kekuasaaan dalam pelayanan.

g. Prinsisp pelayanan didasarkan pada distrust (ketidak percayaan), bukan
pada frust (Kepercayaan).

h. Tidak konsistensinya penerapan prosedur pelayanan untuk mengontrol
perilaku pemberi pelayanan.

1. Timpangnya distribusi kewenangan pada berbagai satuan atau unit

pemberi layanan.

Menurut Rasyid (2002) tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah
untuk menjaga suatu sistem ketertiban, sehingga masyarakat bisa menjalani
kehidupan sebagaimana mestinya. Pada hakekanya pemerintahan adalah pelayan
masyarakat. Kualitas pelayanan publik merupakan cerminan/ gambaran kinerja
kepemimpinan dan pemerintahan yang lebih luas, pemerintah dibentuk bukan
untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, sehingga dalam
tipe pemerintahan moderen, pemerintahan harus lebih didekatkan kepada
masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah (otonomi daerah).
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Dewasa ini pelayanan publik telah menjadi isu yang strategis, sehingga
kualitas dan kinerja birokrasi sangat berpengaruh kepada sistem dan tata kelola
masyarakat. Pelayanan publik sering kali menjadi tolok ukur yang paling mudah
untuk mengetahut kinerja pemerintah dalam menjalankan peran dan fungsinya
{(Safront, 2012). Scbagai pelayanan masyarakat pemerintah bertanggung jawab
untuk memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya bukan bahkan sebaliknya

pelayan publik minta untuk dilayani.

Tidak adanya standar pelayanan publik dan standar pelayanan operasional
berakibat terjadinya potensi perilaku mal-adminitrasi dan perilaku koruptif,
pengabaian terhadap standar pelayanan publik akan mengakibatkan menurunkan
kredibilitas pemerntah sebagai fasilitator, regulator dan katalisator dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Negara Indonesia. Pengabaian terhadap standar
pelayanan publik juga akan mendorong terjadinya potensi mal-adminitrasi serta
perilaku koruptif yang dilakukan oleh penyelenggara negara secara individu
namun juga bisa secara kelembapgaan pada instansi pelayanan public, karena
pengabaian yang ada dimulai dari kepala kantor/ pimpinan instansi pelayanan

publik terhadap ketentuan standar pelayanan publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan norma-norma yang
seharusnya berlaku dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat
merupakan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara. Kebutuhan akan
barang publik, jasa publik dan pelayanan adminitrasi sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

beroreantasi kepada kepuasan dan kebutuhan pelanggan, sehingga menjadi
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kewajiban bagi penyelenggara layanan publik untuk meningkatkan

profesiosionalisme dalam pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Suryadi (2012) menyatakan, hakekatnya pelayanan publik adalah
pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan tugas darni

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai abdi masyarakat.

Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2010
tentang grand design reformasi birokrasi 2010-1025, dijelaskan bahwa grand
design merupakan induk kebijakan yang berisi arah kebijakan pelaksanaan
reformast birokrasi yang yang diharapkan dalam pencapainnya terbagi dalam 5
(tima) tahunan. Periode Tahun 2010-2015 sasaran utama yang ingin dicapai
adalah; (1) Terwujudnya pemerintah yang bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme), (2) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada
masyarakat (3} Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Area
perubahan yang diharapkan meliputi bidang organisasi, tata laksana, peraturan
perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas,

pelayanan publik, pola pikir dan budaya.

Keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang layak dari
pemerintah tentu saja lumrah, negara pada dasarmya dibentuk untuk melayan:
kepentingan masyarakat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara
jelas menyatakan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencergaskan kehidupan bangsa, mewujudkan perdamaian abadi serta

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 34 ayat 3 UUD
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Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan
fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, negara
juga berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk

memenuhi hak dan kebutuhan dasar.

Sejalan dengan program pemerintahan sekarang ini, Presiden Joko widodo
dan wakilnya Jusuf Kalla dalam Program Nawa Cita 2014-2019 adalah (2)
membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Dalam rangka membangun tata
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, serta untuk
mengembalikan kepercayaan publik dan mewuwujutkan tata pemerintahan yang
transparan, dengan meningkatkan pengelolaan pelayanan, perbaikan kualitas

pelayanan publik ',

Orientast pelayanan publik dewasa ini, dalam upaya menghadirkan
pelayanan publik yang berkualitas (excellence public service) dengan pendekatan
yang lebih humanis dan peran serta (partisipatiff masyarakat dalam proses
perencanaan dan pelayanan publik, warga negara harus dilihat sebagai subyek
vang memiliki hak dan kewajiban untuk beraspirasi, mengkritisi dan
mengevaluasi serta bersama-sama dengan organisasi penyelenggara menata dan

mengelola proses penyelenggaraan layanan publik.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik yang lahir pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang

'http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-
K
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Yudhoyono, era sebelum pemerintahan sekarang berusaha untuk menjamin
peningkatan kualitas dan penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas
umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap
warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara

negara didalam penyelenggaraan pelayanan publik >

Guna membangun Kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang
dilakukan penyelenggara negara (pelayanan publik) dan sebagai upaya untuk
mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta
terwujudnya tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik
diperlukan norma hukum yang memberikan pengaturan yang jelas bagi
penyelenggara negara tentang prasarat ideal bagi pelayanan publik, serta agar

masyarakat mengetahui hak-hak dasar yang diterima dalam kehidupan bernegara.

Pasal 5 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 ayat (1) ruang lingkup
pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik, jasa publik serta pelayanan
adminitrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelayanan
adminitrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 (satu) merupakan tindakan
adminitrasi pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan
perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga,

kehormatan, martabat dan harta benda warga negara’

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang pelaksanaan Undang-

Undang Nonor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pada Pasal 6 ayat (1)

? Dasar pertimbangan lahirnya Undang-Undang No 25 tahun 2009
? pasal 5, Ruang lingkup Pelayanan publik, Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang
Pelayanan publik.
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pelayanan adminitratif merupakan pelayanan oleh penyelenggara negara yang

menghasilkan berbagat bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat

Badan Karantina Pertanian Indonesia merupakan salah satu unit esselon I
(satu) pada Kementrian Pertanian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1992, tentang Karantina Hewan, Tkan dan Tumbuhan, Badan karantina pertanian
mengemban fungsi dan bertugas mencegah masuknya Hama Penyakit Hewan
Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)
dart luar negeri ke dalam Negara Republik Indonesia, mencegah tersebamya
HPHK dan OPTK dari satu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik
Indonesia serta mencegah keluarnya HPHK dari wilayah Negara Republik
Indonesia serta mencegah keluarnya OPTK tertentu dari wilayah Negara Republik

Indonesia, apabila negara tujuan menghendakinya.

Dalam menjalankan fungsinya Badan Karantina Pertanian membawahi Unit
Pelaksanna Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik
Indonesta dani Aceh sampai Papua, bertugas pada tempat-tempat pemasukan dan
pengeluaran antara lain bandar udara (bandara), pelabuhan laut/sungai, pelabuhan
darat (dry port), kantor pos, pos lintas batas antar negara, serta tempat-tempat lain
yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran

media pembawa karantina.

Agar kualitas pelayanan publik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 pada pasal 10 (sepuluh) ditegaskan bahwa setiap penyelenggara
pelayanan publik wajib melakukan evaluasi dan penilaian kinerja

penyelenggaraan publik secara berkala dan berkelanjutan. Berdasarkan hasi)
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evaluasi tersebut penyelenggara berkewajiban melakukan peningkatan kapasitas
pelaksana. Evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik dilakukan dengan indikator
yang jelas dan terukur dengan memperhatikan unsur-unsur pelayanan/ prosedur

yang ada.

Tidak adanya proses evaluasi kinerja pelayanan publik, sering membuat
organisasi penyelenggara layanan publik tidak mampu mengenali dirinya, bahkan
organisasi tersebut tidak mampu merespon dan mengenali apa yang diharapkan
oleh sebagian besar masyarakat, sedangkan tidak adanya standar pelayanan akan
melahirkan ketidakpastian dalam masyarakat dalam memperoleh layanan

organisasi publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan respon yang di berikan
masyarakat terhadap instansi yang melakukan pelayanan publik. IKM juga
menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan program reformasi birokrasi,
sebagaimana tertuang dalam grand design reformasi birokrasi dalam rangka

mewujudkan lata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Indek Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu cara untuk mengukur
kinerja suatu instansi penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah dalam hal ini
Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN-
RB) menerbitkan peraturan Nomor 16 Tahun 2014 sebapai pedoman tentang
survei kepuasan pelayanan publik sebagai pengganti dari keputusan Menteri
Pembedayaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M PAN/2/2004 Tentang pedoman

umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat.
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Dengan telah disahkan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik, Balai Karantina Pertanian kelas Il
Palangkaraya, sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik dibidang
perkarantinaan pertaman diwilayah Kalimantan Tengah berusaha untuk
membenkan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga
negara yang memerlukan dokumen karantina sebagai hasil dari pelaksanaan
tindakan karantina. Balai Karantina Pertanian Kelas Il Palangkaraya secara
konsisten dan bersungguh-sungguh dalam upaya memenuhi harapan publik atas
pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, profesional
dengan harapan akan dapat memenuhi harapan (ekpekrasi) masyararakat sesuai

denan amanah undang-undang pelayanan publik.

Peran serta dan keterlibatan pengguna jasa untuk memberikan umpan balik
terhadap layanan karantina pertanian pada Balai Karantina Pertanian kelas Il
Palangkaraya sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan
pemingkatan kepercayaan pengguna jasa karantina, sehingga timbul kesadaran
dalam bidang perkarantinaan, dengan harapan pencegahan penyebaran penyakit
hewan dan tumbuhan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Partisipai masyarakat
untuk meberikan umpan balik sehingga pelayan publik mampu dan dapat
mengidentifikas: faktor-faktor kelemahan dan kekuatan dari setiap unsur-unsur
pelayanan publik yang telah di jalankan, sehingga dapat dirumuskan strategi untuk
mempertahankan dan meninggkatkan pelayanan pada faktor-faktor yang

didapatkan respon yang rendah dari masyarakat.
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Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat digunakan sebagai
bahan evaluasi pelayanan publik, penilaian IKM dilakukan pada pelayanan
dikantor Balai Karantina Pertanian kelas Il Palangkaraya dan wilayah kerjanya di
wilayah Kalimantan Tengah, meliputi Bandara Tjilik kota Palangkaraya,
Pelabuhan Sampit dan Bandara H.Asan Kabupaten Kota Waringin Timur (kota
Sampit), dan Bandara Iskandar dan Pelabuhan Panglima Utar Kumai, pada

Kabupaten Kota Waringin Barat (Kota Pangkalanbun).

Wilayah Kerja Bandara Tilik Riwud terletak di Kota Palangkaraya seklatgus
Jjuga sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Tengah, dengan tempat pemasukan dan
pengeluaran media pembawa karantina pada Bandara Tjilik Riwud yang
melayanani rute penerbangan ke kota-kota di Pulau Jawa ( Kota Surabaya, DKI
Jakarta dan Kota Surakarta), dan kota Makasar (Sulawesi Selatan). Sedangkan
untuk rute domesttik meliputi kota-kota di Pulau Kalimantan (kota Pontianak,
Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan) serta kota-kota di wilayah Kalimantan

Tengan (Kota Sampit dan Kota Pangkalanbun).

Dengan Pola transportasi didominasi pernerbangan udara, komoditas
karantina yang utama adalah barang bawaan penumpang, tentengan {hand carry),
serta bahan asal hewan (produk hewan). Untuk komoditas domestik keluar
didominasi golongan unggas (burung har, burung berkicau dan ayam), sarang
burung walet, bibit buah buahan dll. Komoditas karantina pertanian untuk
domestik masuk didominasi unggas kesayangan, ayam umur schar (Day Oild

Chikien), produk hewan antara, sosis pentol bakso, nuget, daging beku,
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sedangkankan komoditi pertanian antara lain: kecambah kelapa sawit, tanaman

hias, bunga potong dil.

Seperti halnya dikota-kota besar lainnya, Kota Palangkaraya lalulintas
orang yang melalui bandar udara didominasi oleh orang-orang dengan tipe
pendidikan dan tipe penghidupan menengah keatas, dengan tingkat kesadaran dan
pemahaman dalam bidang perkarantinaan yang lebih batk. Kantor pelayanan pada
wilayah kerja Bandara Tjilik Riwud meliputi kantor Balai Karantina Pertanian
kelas Il Palangkaraya Jalan G.obos km 5,5 dan Kantor Instalasi karantina

pertanian Jalan Adonis Samad Kota Palangkaraya.

Wilayah Kerja Sampit terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi
Kalimantan Tengah, dengan jarak 230 km, dari kota Palangkaraya. Wilayah jerja
sampit sejak jaman dahulu (belanda) telah menjadi jalur perdaganngan dan tempat
masuk keluar komoditas, kehutanan, perkebunan pertanian dan petermakan dari
dan ke wilayah kalimantan Tengah. Kota Sampit merupakan pinru gerbang sist
tenggara wilayah kalimantan tengah dengan tempat pemasukan dan pengeluaran
meliputi Pelabuhan Sampit dan Bandar Udara H. Asan yang melayani rute kota-

kota di Pulau Jawa, Kota Surabaya, Semarang dan DK Jakarta.

Dengan pola transportasi pelabuhan laut dan pelabuhan udara, komoditas
karantina yang utama hewan hidup adalah barang bawaan penumpang, kebutuhan
sehari-hari, barang tentengan (hand carry), serta bahan asal hewan (produk
hewan). Untuk komoditas domestik keluar didominasi golongan unggas (burung
dan ayam), sarang burung walet dil. Sedangkan untuk domestik masuk

didominasi hewan ternak (sapi dan kambing) produk hewan antara lain : telur
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ayam konsumsi, sosis pentol bakso, nuget, daging beku, sedangkan untuk

karantina tumbuhan meliputt sayur-sayuran, bibit tanaman, tanaman hias dll.

Dengan tipe lalu lintas penumpang di dominasi melalui pelabuhan laut dan
sebagian pelabuhan udara, dengan latar belakang penumpang yang heterogen dari
tingkatan yang pendidikan rendah sampai dengan pendidikan menengah serta
dengan tipe status sosial bawah sampai atas, sehingga tingkat kesadaran dalam
bidang perkarantinaan yang bervariasi dar kurang sadar sampai dengan sangat
paham dalam bidang perkarantinaan. Kantor pelayanan pada wilayah kena
pelabuhan Sampit terletak pada lingkungan komplek Pelabuhan Sampit dan pada

komplek Bandara H.Asan.

Wilayah Kerja Pangkalanbun terletak di Kota Pangkalanbun, Kabupaten
Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan jarak 450 km, dari
kota Palangkaraya dan langsung berbatasan dengan Laut Jawa dan Propinsi
Kalimanatan Barat. Kota Pangkalanbun merupakan salah satu kota dagang tertua
di wilayah Kalimantan Tengah. Pelabuhan Panglima Utar Kumai dan Bandar
Udara [skandar merupakan pintu masuk ke wilayah pangkalanbun, dengan
melayani rute transportasi dari dan ke kota-kota di Pulau Jawa, Kota Surabaya,

Semarang, madura, DK Jakarta, ketapang dan Pontinanak di Kalimantan Barat .

Dengan pola dominasi transportasi pelabuhan laut dan pelabuhan udara,
komoditas karantina yang utama hewan hidup adaiah barang bawaan penumpang,
tentengan {hund carry), serta bahan asal hewan (produk hewan). Untuk komoditas
domestik keluar didominasi golongan unggas (burung dan ayam), sarang burung

walet dll, sedangkan untuk domestik masuk didominasi hewan (sapi dan kambing)
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dan kabupaten Bangkalan, Madura Jawa Timur, sayur mayur, bibtt kelapa sawit
dli, sedangkan produk produk hewan antara lain telur, daging beku, makanan

ternak sosis pentol bakso, nuget dll.

Dengan tipe lalu lintas penumpang melalui pelabuhan laut dan pelabuhan
udara, dengan latar belakang penumpang vyang heterogen dan tingkatan yang
pendidikan rendah sampai dengan pendidikan tinggi dan dengan tipe status sosial
masyarakat gol bawah, menengah dan atas, dengan tingkat kesadaran dalam
bidang perkarantinaan yang bervariasi. Kantor pelayanan pada wilayah kerja
Pelabuhan Pangkalanbun terletak di jalan poros antara Kec Kumai (Pelabuhan
Kumai}) dan Kota Pangkalanbun, Jalan Batu Belaman, kec Kumai dan serta pada

pos komplek Bandara Iskandar, Pangkalanbun.

Dalam menjalankan tugas pokok fungsinya Balai karantina Pertanian Kelas
Il Palangkaraya, telah menetapkan Stundar Operasional Prosedur (SOP)
pelayanan publik yang telah dilaksanakan dan dipahami oleh seluruh petugas
Jlayanan wilayah kerja di kalimantan Tengah. Sejak tahun 2015 Badan Karantina
dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia memberikan ruang yang
luas kepada masyarakat untuk menyampaikan saran, keluhan dan masukan baik

secara langsung maupun tidak langsung,

Pasda Tahun 2016 dari informasi yang masuk ke nomor pengaduan Badan
Karantina Pertanian, pada wilayah kerja Bandara Tjilik Riwud dan Wilayah kerja
Pelabuhan Sampit terdapat laporan adanya pungli yang diduga dilakukan oleh
petugas karantina khususnya terhadap proses pengiriman burung/ unggas ke

wilayah Jawa Timur. Informasi dari Inspektorat khusus (Irsus) Badan Karantina
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Pertanian adanya laporan dann Ombusman Republik Indonesia (OR1) perwakilan
Kalimantan Tengah adanya keluhan masyarakat berupa dugaan kesalahan
prosedur dan keberatan dari pemilik hewan, adanya kewajiban anjing, kucing,
kera (Hewan Penular Rabies) HPR yang masuk melalui Bandara Tjilik Riwud
wajib masuk instalasi karantina untuk dilakukan pengasingan dan pengamatan
selama masa karantina. Beberapa keluhan pada kotak aduan layanan masyarakat
adanya keluhan terhadap lamanya SLA (Service Level Agrement) untuk
sertifikasi sarang burung walet, yang dikaitkan dengan maklumat layanan Balai

Karantina Pertanian Kelas Il Palangkaraya.

Pada kotak pengaduan dan saran diwilyah kerja Pangkalanbun, didapatkan
beberapa keluhan pengguna jasa antara lain, lokasi kantor pelayanan yang di luar
pelabuban yang mengakibatkan pengguna jasa harus kembali untuk membuat
sertifikat karantina sehingga harus mengpgunakan jasa ojek/ transportasi yang
berakibat penambahan biaya, serta adanya persyaratan SKKH (Surat Keterangan
Kesehatan Hewan) dan SATS-DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam

Negeri ) yang pada hari sabtu dan minggu kantor pelayanan tutup.

B.  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar helakang yang telah dikemukakan didepan pada bab
sebelumnya serta kajian dan beberapa literatur rumusan masalah pada penelitian
pelayanan publik berupa sertifikasi karantina pertanian (karantina hewan dan
karantina tumbuhan) dan tindakan karantina pada Balai Karantina Pertanian

Kelas II Palangkaraya adalah sebagai berikut :
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a. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
Karantina Pertanian pada Balai Karantina Pertaman Kelas II
Palangkaraya.

b. Unsur-Unsur apa saja dari hasil Pengukuran Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) yang mendapatkan respon positif dan respon
negatit  sehingga dapat digunakan sebagai bahan peningkatkan
pelavanan Kkarantina pada Balai Karantina Pertanian Kelas I
Palangkaraya.

c. Bagaimana persepsi petugas fungsional pelayanan dibandingkan
dengan persepsi pengguna jasa dalam pelayanan tindak karantina di
wilayah kerja, pada Balai Karantina Pertanian kelas IT Palangkaraya di
wilayah Kalimantan Tengah

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

a. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
karantina perrtanian pada pada Balai Karantina Pertanian Kelas II
Palangkaraya di Kalimantan Tengah

b. Untuk mengetahut kekuatan dan kelemahan masing masing unsur
pelayanan, pada pengukuran indeks kepuasan masyarakat, pada Balai
Karantina Pertanian kelas Il Palangkaraya dan wilayah kerjanya.

c¢. Untuk mengetahui gambaran persepsi  petugas  fungsional
dibandingkan dengan persepsi pengguna jasa dalam pelayanan tindak
karantina di wilayah kerja, pada Balai Karantina Pertanian kelas I

Palangkaraya di wilayah Kalimantan Tengah
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d. Kegunaan Penelitian
1.  Secara Teoriritis

a. Hasil penehitian dapat sebapai bahan acuan bagt penchiti lain serta
menambah khasanah ilmu pengetahuan  kajian implementas: pada
pelayanan publik, pada ilmu kebijakan publik.

2.  Secara Praktis.

a. Sebagal bahan peningkatan motivasi segenap jajaran pegawai Balai
Karantina Pertanian Kelas 1 Palangkaraya pada khusunya, Badan
Karantina Pertanian,dan Kementrian Pertanian pada umunnya.

b. Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan
publik, dalam upaya memberikan pelayanan publik yang profesional
dan beroreantasi kepada kepuasan masyarakat, sesuai dengan amanah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
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TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teori
1. Konsep Pelayanan dan Pelayanan Publik.

Terminologi pelayanan berasal dari kata service, yang menurut
Frittzsimmon (2011:4) dalam buku adminitrasi publik untuk pelayanan publik
karangan Deddy Mulyadi dkk (2016) “A sevice is time-pershable, intangible
experience performed for customer acting in the rule of co-producer” yang berarti
bahwa pelayanan itu bersifat tidak nyata dan tidak tahan lama, yang merupakan
proses yang diciptakan dan digunakan secara simultan oleh penyelenggara
layanan. Pelayanan dapat dikatakan tidak ada wujudnya, tetapi keberadaannya
dapat dirasakan oleh pelanggan.

Salah satu pengertian publik adalah sekelompok wmasyarakat, yang
diungkapkan oleh Fredrickson (2003) mengungkapkan pengertian public yang
berasal dari Bahasa Yunani yakni : “..... The publik as apolitical community-the
polis-in which all citizens (that is adult male and nonslaves partisipated', yang
berarti publik merupakan suatu masyarakat-polis dan semua penduduk yang
berpartisipasi didalamnya. Kemudian berkembang di Negara Inggris modem
bahwa “... The public to mean all the people in a society, without distinguish
beetwen them” . dari kedua pengertian tersebut pengertian publik  dapat
disimpulkan pengertian publik adalah semua penduduk tanpa kecuali didalam

suatu komunitas yang ikut berpartisispasi didalam pemenntahan.

! Frederickson, H.G., The spirit of Public administrastion. San Francisco: Jossey-bass Publisher,
1997:21
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Dari asal katanya P’ublic (bahasa Inggns) yang berarti masyarakat, umum,
rakyat umum, orang banyak dan untuk keperluan umum, yang akhimya diadopsi
dalam Bahasa Indonesia menjadi publik yang berarti orang banyak (umum),
schingga dapat di definisikan pelayanan publik berarti kegiatan melayani
masyarakat dalam rangka memenuhi haknya sebagai warga negara.

[nu kencana Sayfii 1999, mendefinisikan publik yakni :
Sejumlah manusia yang memilki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan,
dan tindakan yang benar baik dan berdasarkan nilai-nilai norma yang
mereka miliki. Oleh karena itu pelayanan publik diartikan sebagai setiap
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang
memiliki kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau
kesatuan, dan menawarkz}n kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada
suatu produk secara fisik.”

Pelayanan Pubik menurut H, Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat
(2009) adalah sebapat berikut :

Pelayanan Publik adalah pelayanan yang diselenggarakan/diberikan olch

pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakat guna

memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri dan bertujuan untuk melayani
dan mensejahterakan masyarakat.’

Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik,
dalam pasal 1 (satu) angka i(satu) dinyatakan :

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau suatu rangkaian kegiatan dalam

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesual dengan peraturan

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,
jasa dan/atau pelayanan admimtrasi yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.

Sehingga berdasarkan peraturan tersebut diatas, kewajiban dari instansi

pemerintah adalah memberikan pelayanan atau penyelenggaraan pelayanan publik

(publik service) untuk semata-mata meningkatkan kesejahteraan bagt masyarakat,

? Lijian Poltak Sinambela,2006, Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan
Impiementasinya, Bumi Aksara, Bandung, h.5
* H.Junianto Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat,op.cit.h.19.
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dalam peraturan perundangan sebelumnya berdasarkan keputusan Menten
penctapan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 63/KEPMENPAN/
PAN/17/2003 dinyatakan bahwa :

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksankan oleh

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar

sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu
barang, jasa dan atau pelayanan adminitrasi yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.

Kotler dan Keller (2012: 358), menyampaikan terdapat empat karateristik

dan konsep pelayanan yaitu :

1. Intangibifity, atau pelayanan yang tidak berwujut, pelayanan tidak dapat
dilihat, dirasakan, didengar ataupun dicium sebelum dibeli atau
dikonsumsi oleh pelanggan.

2. Insseparabiliyu, atau pelayanan yang tidak terpisahkan dan pemberi
layanan, baik perorangan maupun organisasi serta perangkatnya (mesin,
tehnologi, sarana komunitkasi), karena jasa umumnya diproduksi secara
sekaligus.

3. Variability, atau berwariasi bahwa jenis pelayanan sangat berancka
ragam, tergantung waktu dan siapa pemben pelayanan serta tempat
(dimana), kepada siapa pelayanan tersebut diberikan.

4. Perishability, atau dapat dimusnahkan, bahwa pelayanan tidak dapat
disimpan, sehingga pada dasamya pelayanan dirasakan/dikomsumsi
pada saat itu juga.

Dari pernyataan diatas tentang konsep pelayanan dapat diartikan bahwa

pelayanan tidak dapat dilihat, dirasa, didengar, diraba, dicium atau didengar

sebelum pelayanan tersebut diberikan dan digunakan cleh pengguna (pelanggan),
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karatenistik pelayanan yang bersifat tidak berwujud, tak terpisahkan, bervariasi
dan dapat musnah sehingga terjadi perbedaan mendasar antara pelayanan yang
berujut jasa dan pelayanan yang berujut barang. Proses penyampaian pelayanan
kepada pengguna jasa memerlukan mekanisme yang berbeda antara pelayanan
jasa dan barang.

Dalam bidang pelayanan, terdapat beberapa pengertian tentang publik yang
membedakan menjadi publik sebagai “cirizans™ dan publik sebagai “customer™”
publik sebagai citizens adalah masyarakat yang berperan aktif dalam pelayanan.
Masyarakat sebagai pemilik kedaulatan (stake holder) berperan dalam suatu
negara mempunyai beberapa hak dan kewajiban antara lain ;

. Memenuhi kewajiban sebagai warga negara antara lain taat membayar

pajak.

2. Mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

3. Berperan aktif melaksanakan kontrol sosial terhadap pemerintah

{(pelayanan pemerintah).

Skelcher (1992) membedakan publik dan pelanggan, publik sebagai publik
diidentifikasi sebagai kelompok umum yang memiliki keterbatasan kekuasaan
sehingga asumsi pelayanannya bersifat patemalistik, sedangkan publik sebagai
pelanggan diidentifikasikan sebagai individu yang spesifik serta mempunyai
kekuasaaan yang luas dalam menetapkan kualitas pelayanan, sehingga asumsi

dalam pelayanan berorentasi pada kualitas.

‘ihon Steward, managing Local Government, Understanding the Management of local
government, Longman, 1988, hal ini sejalan dengan pandangan Publik yang diungkapkan oleh
Frederickson, (1997} yang berarti publik mempunyai 4 (empat) pengertian.Publik dalam arti
pturalis adalah masyrakat umum, publik untuk pilihan publik, dan publik sebagai citizen, serta
publik sebagai customers.

*> Chris Skelcher, op.cit. managing for Service Quality : London. 1992:11
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Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa publik adalah setiap
warga nepara yang berada dalam suatu komunitas serta ikut berpatisipasi dalam
penyelenggaraan pemerintah dalam hal ini adalah dalam penyelenggaraan
pelayanan publik.

Pelayanan publik didefinisikan oleh Roth (1987) sebagai “amy service
uvailable to the publik whether provided publicly (us is a museum) or privately

- A0
fus is « restaurant meal)™

. Hal ini berkaitan dengan barang dan jasa dalam
pelayanan dalam segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh sesuatu
organisasi atau mdividu dalam bentuk barang jasa kepada masyarakat baik secara
individu maupun kelompok atau organisasi.

Pelayanan publik menurut Kumiawan (2005;4), dapat diartikan sebagai
pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang
mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata
cara yang telah ditetapkan, sedangkan Sinambela dkk, (2006:5) mendefinisikan
pelayanan publik adalah sebagai benkut “setiap kegiatan yang dilakukan olch
pemerniah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan
meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik/ nyata. Dari
pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik dapat diartikan
sebagai seluruh aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh negara/ lembaga yang
diberi hak untuk memenuhi kebutuhan publik.

Dengan lahimya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, akan memberikan

perlindungan dan kepastian hukum dalam huebungan antara masyarakat dan

®Gabriel Roth, The Private Provision of public Services in Devwloping Countries, EDI Series in
economic Devwlopment, Published far the World Bank, Oxford University
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penyelenggara layanan publik, sehingga diperoleh perlindungan dan kepastian
hukum. Berdasarkan pasal 3, Undang-undang No 25 Tahun 2009 pelayanan
publik bertujuan :

a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung
jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan publik;

b. Terwujudnya sitem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak
sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;

c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan

d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat
dalam penyelenggaraan publik.

Pasal 4 Undang Undang No 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan publik harus
dilaksanakan dengan prinsip atau asas-asas sebagai berikut :

a. Kepentingan umum, artinya pemberiann pelayanan tidak boleh
mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan;,

b. Kepastian hukum, artinya terjaminya hak dan kewajtban dalam
pelayanan publik.

¢. Persamaan hak artinya, tidak membedakan suku,ras,agama, golongan,
gender, dan status ekonomi.

d. Keseimbangan hak dan kewajiban, artinya pemenuhan hak harus
sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksankan, baik oleh
pemben maupun penerima layanan.

e. Keprofesionalan, artinya pelaksana pelayanan harus memiliki
kompetensi yang sesuai dengan tugasnya.

f.  Partisipasif, artinya peningkatan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan  aspirasi,
kebutuhan, dan harapan masyrakat.

g. Persamaan perlakukan/ tidak diskriminatif, artinya setiap warga
masyarakat berhak memperolah pelayanan yang adil;

h. Keterbukaan, artinya setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah,
mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang di
inginkan,

i. Akuntabilitas, artinya proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

j. Fasilitas dan perlakukan khusus bagi kelompok rentan sehingga
tercipta keadilan dalam pelayanan.

k. Ketepatan waktu, artinya setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu
sesuai standar pelayanan, dan

. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan, artinya setiap pelayanan
dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.
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Pengembangan pelayanan publik harus beroreantasi kepada masyarakat,
kepentingan masyarakat secara keseluryban harus ditempatkan sebagai
pertimbangan utama dalam pengembangan sistem pelayanan publik dengan
mengakomodir pelayanan kepada masyarakat, dengan melibatkan dan
memberdayakan masyarakat. Dwiyanto (2010.18) menyatakan bahwa pelayanan
publik harus dilihat dan karateristik dan sifat pelayanan itu sendiri, bukan
karatenistik lembaga penyelenggara layanan publik scrta sumber pembiayaannya,
sebagai contoh pelayanan pendidikan, transportasi, kesehatan harus disediakan
oleh pemerintah sebagai implementasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Penyelenggaraan pelayanan publik harus beroreantasi kepada kepuasan
masyarakat, kepentingan masyarakat harus sepenuhnya dijadikan dasar utama
dalam pengembangan dan peningkatan sistem pelayanan publik, serta harus
mengakomodir kepentingan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat
sekitar, salah satunya adalah dengan adanya fasilitas untuk menyampaikan saran
dan pengaduan sebagai koreksi demi perbaikan penyelenggaraan pelayanan
publik.

Standar pelayanan publik berdasarkan UU No 25 Tahun 2009, sekurang-
kurangnya harus memuat komponen-komponen sebagai berikut antara lain :

a. Dasar hukum

b. Persyaratan

¢. Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan yang dibakukan bagi

pemberi dan penerima layanan termasuk pengaduan.

d. Jangka waktu penyelesaian. Jangka waktu penyelesaian yang ditetapkan

dalam proses pcmberian pelayanan.

e. Biaya pelayanan, biaya pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan

dalam proses pemberian layanan.

f. Produk pelayanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.
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g. Sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai
oleh penyelenggara pelayanan publik.

h. Kompetensi pelaksana atau petugas pemberi pelayanan. Kompetensi
petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan
pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang
dibutuhkan.

Pengawasan internal
Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

. Jumlah pelaksana
Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan
sesuat standar pelayanan.

m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen
untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-
raguan, dan

n. Evaluasi kinerja pelaksana.

Lot Sl

Responsibilitas pelayanan publik dapat dilihat dari kemampuan untuk
mengenali kemampuan kebutuhan masyarakat dan mencari cara untuk memenuhi
kebutuhan tersebut. Menurut Dwiyanto (2010:178) menyatakan Aparatur Sipil
Negara (ASN) yang berada digaris depan dalam memberikan pelayanan publik,
harus mampu memahami dan memenuhi harapan/ ekspetasi masyarakat, mampu
merespon permasalahan-permasalahan yang berada di lapangan. Mereka dituntut
untuk profesional, kreatif, berwawasan luas serta mampu bekerja secara efektif

dan efisien.

2. Kualitas Pelayanan publik

Kualitas pelayanan adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi
kebutuhan dan keinginan pelanggan (meeting the needs of customer) (Sinambela
(2011:6). Bahwa pelayanan yang baik adalah kemampuan seseorang dalam
melayanni dan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat/

pelanggan.
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Pada organisasi yang menyelenggarakan pelayanan pubhk, batk buruknya
kualitas pelayanan yang diberikan dibandingkan standar yang telah ditetapkan
dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan dan seberapa besar komitmen pimpinan
dan jajaran organisasi tersebut terhadap kemauan dan kemampuan untuk
melayani dengan memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan harapan
masyarakat.

Inti dan sebuah pelayanan adalah tercapainya kualitas layanan publik,
sebagai indikator keberhasilan pelayanan publik yang diberikan serta bisa menjad
tolok ukur bahwa pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan undang-undang/
peraturan yang berlaku.

Kualitas pelayanan publik yang maksimal, dapat menggambarkan kinerja
aparatur pelayanan yang profesional dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat, dan tentunya didukung dengan sikap perilaku yang menjunjung nilai-
nilai moralitas, etika pelayanan dan tanggung jawab secara profesionalisme.

Sejak era globalisasi yang diikuti semakin tinggi pula standart/ tuntutan oleh
masyarakat akan pelayanan publik, sehingga harus diimbangi dengan sikap
profesionalisme dan kualitas aparatur penyelenggara layanan publik. Pelayanan
publik harus bersifat dinamis mengikuti tuntutan perkembangan jaman, mengingat
pelayanan publik menjadi garda terdepan dari penyelenggaraan pemerintahan
mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah (otonomi daerah) dan secara langsung
berhubungan dengan masyarakat.

Menurut Garvin (Tjiptono dan candra, 2007), kualitas pelayanan di

kiasifikasikan melalui lima pendekatan yaitu :
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1. Transcendental approach, kualitas dipandang sebagai innate excellence,
yaitu sesuatu yang dapat dirasakan namun sukar untuk didefinisikan atau
dirumuskan, sehingga setiap orang memahami kualitas melalui
pengalaman yang berulang-ulang.

2. Product-bused approach, mengasumsikan bahwa kualitas merupakan
karateristik atau atribut objek yang dapat diukur.

3. User-based approach, kualitas didasarkan bagaimana pengguna menilat
produk/jasa yang paling memuaskan preferensi seseorang.

4. Manufacturing-bused approach, kualitas ditetapkan pada standar-
standart organisasi, bukan oleh pengguna.

5. Value-bused approach, kualitas dipandang dari aspek va/ue and price,
bersifat relatif. Kualitas tertinggi belum tentu yang paling bernilai,
namun yang paling bernilai adalah yang paling tepat dibeli (best-biuy)

Kualitas layanan adalah sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan dan

keinginan konsumen, serta ketepatannya dalam mengimbangi harapan konsumen.
Menurut Tjiptono (2007), Kualitas Pelayanan adalah tingkat keunggulan untuk
memenuht keinginan pelanggan. Service Quality adalah seberapa jauh perbedaan
antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh pelanggan, atas layanan yang
mereka terima. Service Quality dapat diketahui dengan membandingkan antarra
persepsi pelanggan dan pelayanan yang dirasakan/ terima

Salah satu metode deskriptif untuk menggambarkan kepuasan pelanggan

yang dikembangkan oleh Parasuraman, valarie A. Zeitmal et al, 1995) kualitas
layanan adalah perbandingan antara harapan ({ekspetation) dan kinerja

(performance), penyelenggaraan layanan vyang kompromi dengan harapan
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pelanggan.  Menurut metode ini adalah dengan membandingkan antara harapan

dan kinerja yang ada, terdapat 5 (lima) kesenjangan antara (discrrepancies) :

Harapan pelanggan dan persepsi manajemen.

2. Persepst manajemen dan spesifikasi kualitas layanan menurut dari sudut
pelanggan.

3. Spesifikasi kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan aktual.

4. Penyelenggaraan pelayanan dengan komunikasi ekternal

5. Pelayanan yang diharapkan dengan pelayanan yang diterima,

Terdapat sepuluh komponen layanan berkualitas (service quality
dererminat) menurut Parasuraman, Zeithmal antara lain (1) refiability (2)
responsivenness (3) competence (4) acces (5) courtesy (6) communication (7)
credibility (8) security (9) understanding knowing the customer (10) tangibles.

Pada Tahun 1998 kesepuluh komponen diperas menjadi 5 (lima)
dimensi, di kutip Fandi Tjiptono dan gregorius (2007:1330 yaitu menjadi :

1. Reliability (keandalan), kemampuan perusahaan memberikan layanan
sesual yang dijanjtkan secara akurat dan terpercaya, sesuai dengan
harapan pelanggan. Pelayanan yang tepat waktu, pelayanan tanpa
kesalahan, sikap simpatik dan dengan akurasi tinggiserta menyajikan
jasanya sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

2. Responsiveness (daya tanggap), kesediaan dan kemampuan karyawan

untuk membantu para pelanggan dan merespon permintaan mereka,
serta menginformasikan kapan saja akan diberikan secara cepat dan

kemudian memberikan jasa secara tepat.
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3. Assurance (Jaminan) atau jaminan dan kepastian, yaitu pengetahuian ,
sopan santun, dan kemampuan para pegawai pelayan publik untuk
menciptakan rasa percaya bagi para pelanggan, yang terdiri empat (4)
bagian antara lain (a) Competence (kompetensi), kemampuan dan
keahlian petugas pelayanan dalam melayani pelanggan (b) Credibility
(kredibilitas) adalah kejujuran dan tanggung jawab pihak penyedia jasa,
sehingpa timbul kepercayaan. {¢) (ourtesy (kesopanan) etika kesopanan,
rasa hormat dan keramahan pihak pelayan publik pada saat memberikan
pelayanan (d). Securify (keamanan/keselamtana), rasa aman, perasaan
bebas dari keragu-raguan, akan jasa pelayanan yang diberikan oleh
pthak penyedia jasa kepada pelanggannya.

4, Tungibles (bukti fisik), berkaitan dengan kemampuan organisasi pelayan
publik dalam menunjukkan eksistensinya pada para pelanggan (pihak
cksternal). Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana, fistk
kantor dan lingkungannya sebagai bukti nyata dari pelayanan yang
diberikan kepada pengguna jasa, meliputi gedung, bangunan, ruang
pelayanan, laborator, teknologi informatika (TI), peralatan
perlengkapanum, penampilan pegawainya.

5. FEmpathy (empati), memberikan perhatian yang tulus dan bersifat
individual kepada pelanggan dengan memahami keinginan pelanggan,
memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu
pelayanan yang nyaman bagi pengguna jasa. Dimensi emphaty terdin
antara lain (a) Acces (akses) adalah kemudahan untuk ditemuinya pihak

penyedia jasa oleh pelanggannya (b) kemampuan pihak penyedia jasa
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untuk menginformasikan sesuatu dalam bahasa yang mudah dimengerti
oleh pelanggan dan pithak penyedia serta mau mendengarkan saran dan
keluhan disampaikan oleh pengguna jasa {¢) Understunding customer
{mengerti pelanggan) adalah kemmapuan penyedia jasa untuk
mengetahui, mengenal pelanggan beserta kenutuhan-kebutuhannya.

Pendapat lainnya berkaitan dengan kualitas di kemukakan oleh Krajewski

dan Ritzman (1999) mengemukakan kualitas memiliki lima dimensi antara lain :

1. Conformance to spesification, bahwa suatu kualitas ditentukan oleh
tingkat kesesuaian dengan spesifikasi barang atau jasa yang ditawarkan.

2. Vulue, kualitas ditunjukkan seberapa baik produk atau jasa mencapai
tujuan yang dimaksudkan pada harga dimana pembeli/pengguna
bersedia untuk membayar.

3. Fitnes for use, kualitas ditunjukkan dengan seberapa baik produk atau
jasa dapat diwujudkan tujuan yang dimaksud atau dipergunakan,
meliputi dalam penampilan, gaya, daya tahan, dan keandalan,

4. Suport, dukungan yang diberikan dar perusahaan terhadap produk atau
jasa, dukungan dapat diberikan dalam bentuk purna jual.

5. Psychological impression, kualitas dapat dicerminkan pula melalul
kesan psikologis seperti citra, estetika, kontak langsung dengan
pengguna layanan, schingpga aspek-aspek keramahan, kesopanan,
penampilan, simpatik dapat mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap
kualitas pelayanan.

Menurut Aswin (2000:33) pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam

rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga
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negara dan penduduk, atas suatu barang dan jasa atau pelayanan adminitrasi yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan pelayanan publik.

Hakekat pelayanan publik adalah pemberian layanan kepada masyarakat
sebagai kewajiban pemenntah melalui aparatur negara sebagai Aparatur Sipil
Negara (ASN), dengan harapaan akan semakin terjadi peningkatan kualitas
pelayanan publik. Penetapan kualitas layanan dapat dilihat dari tiga sudut
pandang; (1) pengaruh kebijakan pemerintah  sebagai pelaksana mandat
masyarakat, (2) kualitas pelayanan publik yang telah ditetapkan, (3} penilaian
tingkat kepuasan masyarakat terhadap birokrasi yang melakukan pelayanan
publik.

Menurut Kencana Syafiic dan Welasari (2015), memberikan pemahanan
tentang ketentuan scbuah pelayanan yang berkualitas adalah sebagai berikut ; (1)
Adanya keandalan (reliabiliry) (2). Adanya tanggapan baik (responsivenes), (3)
Adanya kecakapan yang berwenang (competence), (4) Adanya jalan untuk
memulai (acces) (5) Adanya sopan santun (coustesy). (6) Adanya hubungan baik
(communication). (7) Adanya kepercayaan (security}. (8) Adanya jaminan
(credibility} (9). Adanya pengertian (understanding). (10) Adanya penampilan
yang baik (appearance).

Pelayanan merupakan bagian inti dari penyelenggaraan pemenintahan, yang
merupakan bentuk nyata pemerintah dalam melayant masyarakat akan pemenuhan
barang dan jasa. Pemerintah sebagai penyedia layanan tentunya akan melakukan
pelayanan secara optimal yang dibutuhkan masyarakat. Untuk menghasilkan
pelayanan yang baik pertu dukungan dan partisipasi dari masyarakat, peran aktif

dan partisipasi masyarakat dalam memberikan saran, masukan dan pengaduan,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43634.pdf

31

sehingga terjadi kescimbangan dan kerjasama antara masyarakat penerima
layanan dan pemerintah ssbagai penyedia layanan,

Setiap organisasi penyelenggara layanan publik harus selalu melakukan
perbatkan dalam pelayanan dan kinerjanya untuk mencapai tujuan yang
diharapkan, yang melahirkan konsep total quality manajement yang bertujuan
melakukan perbaikan disegala bidang dalam proses pelayanan yang beroreantasi
kepada kepuasan pengguna {masyarakat). Kualitas yang ada diharapkan mampu
memenuhi  bahkan melebihi dari harapan masyarakat Kualitas sebagai
kemampuan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuban pelanggan.

Menurut Rahmayanty (2013) terdapat lima pokok dalam memberikan
pelayanan secara prima yaitu :

1. Regulasi layanan (service regulation), organisasi harus membangun
regulasi/aturan, sistem, keputusan, prosedur dan tata cara pengaduan,
dasar hukum pelayanan, persyaratan prosedur, waktu layanan, tarif dan
sebagainya harus dijelaskan secara lengkap dan terperinci. Regulasi
yang jelas, tidak berbelit-belit, tidak tumpang tindih dengan aturan
lainnya, sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang
berkualitas, efektif dan efisien.

2. Fasilitas-fasilitas lainnya (service fusilities), adalah sarana prasarana
penunjang, sebagai alat untuk mendukung dalam meningkatkan
pelayanan.

3. Peranan tim pengarah (advisory team), sebagal pengontrol penuh
terhadap manajeman tertinggi dalam organisasi, untuk memberikan

pengarahan terhadap penyelenggara pelayanan dalam membuat
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perencanaan, melakukan  monitoring, memberikan  motivasi,
membenkan teladan dan sebagainya.

4. Mudah, murah, cepat dan bermanfaat (simple, cheap fast and benefit),
dalam undang-undang pelayanan publik proses kemudahan, kemurahan,
kecepatan dan kemanfaatan menjadi roh dalam pelayanan publik serta
menjadi hak warga negara untuk mendapatakan pelayanan. Pada jaman
era teknologi informasi seperti ini, kecepatan sudah menjadi syarat
mutlak dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

5. Membudayakan pemberian pelayanan melalui.

(a) self awarcnnes, yaitu kesadaran pribadi untuk memberikan
pelayanan sebaik mungkin kepada pelangan.

(b) Anthusiasm, memberikan pelayanan dengan penuh semangat/
antusias/ gairah.

(¢} Reform. memperbaiki dan meningkatkan kinerja pelayanan,

(d) Value, pelayanan harus membenkan nilai tambah.

fe) Impresive, pelayanan harus diberikan dengan cara yang menarnk dan
mempunyai kesan yang baik.

¢(f) Care, memberikan perhatian dan kepedulian kepada pelanggan.

(g) Evaluation, pelayanan yang dilakukan harus secara rutin dilakukan
evaluasi.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik

memben pengertian adalah setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
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bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang dan/atau pelayanan
adminitrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik

Sesuai dengan undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, Peningkatan kualitas layanan publik, perlu memperhatikan komponen-
komponen pelayanan publik yang meliputi antara lain :

a. Prosedur pelayanan: prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemben

dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.

b. Waktu penyelesaian, ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan
sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan,

¢. Besaran biaya dalam pelayanan, dalam hal ini tanf/ biaya pelayanan
termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian
pelayanan.

d. Produk pelayanan, hasil yang diterima sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan.

€. Sarana dan prasarana yang harus disediakan secara memadai oleh
penyelenggara pelayanan publik.

f. Kompetens: petugas pemberi pelayanan, harus ditetapkan dengan tepat
berdasarkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap, dan perilaku
yang dibutuhkan.

Ratninto dan Septiawinarsih (2006:5) mengatakan untuk memahami lebih
jauh tentang dan hakekat pelayanan publik, dapat dilihat pada Kepmen-PAN
Nomor 63/KEPMENPAN/PAN/17/2003, dirumuskan bahwa “pelayanan publik
adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik
sebagai upaya memenuhi kebutuhan penerima layanan maupun pelaksana
ketentuan perundang-undangan™  Menurut Ridwan dan Sudrajat (2009:19)
Pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemenntah sebagai
penyelengpara negara terhadap masyarakat-nya guna memenuhi kebutuhan dan

masyarakat itu sendiri dan memiliki twjuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.
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Fitzimmons dan Fitzimmons (1994) dalam meningkatkan kualitas pelayanan
publik perlu memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :

a. Fasilitas penunjang (suporting fasilitics), adalah fasilitas penunjang ini
adalah sebagai sarana dan prasarana fisik (infrastruktur) yang sudah
harus tersedia  sebelum pelayanan publik diselenggarakan atau
ditawarkan kepada masyrakat.

b. Barang / jasa pelengkap (complimentary products/ services), adalah
barang atau dokumen dan jasa-jasa lainnya yang harus sudah ada/
disediakan, dibeli dan atau digunakan oleh masyarakat calon pengguna
layanan publik sebagai pelengkap/ kelengkapan sebelum atau sesudah
memperoleh layanan publik tertentu.

¢. Layanan eksplisist (explicit services), adalah wujud nyata sebagai
substansi atau inti manfaat dan pelayanan publik yang dterima atau
dirasakan oleh masyrakat.

d. Manfaat tersirat (implicit Services), adalah manfaat yang secara
psikologis dapat dirasakan oleh masyarakat secara ekstrinsik dan
layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah,

Pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan regulator, salah satu fungsinya
adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebaliknya masyarakat
mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang layak sesuai perundangan-
undangan yang berlaku. Ada beberapa variabel pelayanan yang terdapat dalam
agenda perilaku pelayanan prima sektor publik, Sespima (Sekolah Pimpinan
Pratama) LLembaga Adminitrasi Negara (LAN) yang dikutip Lukman (1999:140)

variabel tersebut antara lain :
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. Pemerintah bertugas melayani.
2. Masyarakat yang dilayani pemerintah.
3. Kebijakan yang dijadikan landasan pelayanan publik.
4. Peralatan atau sasaran pelayanan yang canggih.
5. Resources yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan pelayanan
6. Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standart
dan azas-azas pelayanan masyarakat.
7. Manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayan masyarakat.
8. Perlaku yang terlibat dalam pelayanan dan masyarakat, apakah masing-
masing menjelaskan fungsi.

Upaya pemerintah membangun kepercayaan masyarakat atas peningkatan
pelayanan publik salah satunya dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dalam undang undang tersebut dinyatakan
pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
admrnistratif yang disediakan oleh penyelenggara negara sebagai pelayanan
publik. Kehadiran undang-undang tersebut adalah untuk memberikan kepastian
hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan
publik sehingga terwujud sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak
sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik’

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat

luas dalam kehidupan bemegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan

! pasal tiga (3) Undang-Undang Negara republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, Tentang
Pelayanan Pubiik

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43634.pdf

36

berbagai pelayanan publik yang dipertukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan
dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka
memenuhi  kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan,
tramsportasi, dan lain sebagainya. Gerakan reformasi publik (public reform) yang
dialami Negara Indonesia pada Tahun 1998 salah satunya oleh tekanan
masyarakat akan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan
oleh pemerintah Indonesta.

Sejalan dengan tuntutan masyarakat.untuk menyelenggaraakan pelayana
publik berdasarkan paradikma dan sesuai tuntutan masyarakat di era globalisasi
serta untk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan
penyelengara publik, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik yang bertujuan :

I, Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung
jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang  terkait
dengan penyelenggaraan publik.

2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak
sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.

3. Terpenuhinya Penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan
peraturan perundang —~undangan dan,

4.  Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyrakat
dalam pelayanan publik.

Paradigma dalam adminitrasi publik yang terbaru yaitu paradikma New
Public Service (NPS) menckankan pentingnya organisast publik dalam kontek
negara demokrasi untuk melibatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan
keputusan, artinya masyarakat memiliki hak untuk mempengaruhi/meminta/

mengadu kepada pemerintah termasuk didalamnya sistem pelayanan publik

(Denhardt dan Denhards, 2007).
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Menurut Kotler yang dikutip oleh Tjiptono (2003:104), kepuasan pelanggan

dapat diukur dengan berbagai tehnik dan metode antara lain sebagai berikut

I. Sistem keluhan dan saran, organisasi memberikan kesempatan yang
luas kepada para pelangganya untuk menyampaikan saran dan keluhan,
dapat berupa kotak saran, kartu komentar, customer host lines, dll.

2. Ghost Shooping, adalah dengan memperkerjakan beberapa orang untuk
berperan atau bersikap sebagai pembeli potensial, kemudian dilaporkan
kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing yang ada
berdasarkan pengalaman mereka dalam menggunakan produk-produk/
pelayanan yang diterima.

3. Lost costumer unalisis, perusahaan menghubungi para pelanggan yang
telah berhenti membeli atau pindah ke produk lainnya, akan kekurangan
produk yang ada.

4. Survey kepuasan pelanggan, perusahaan melakukan penelitian
mengenal kepuasan pelanggan vang dapat dilakukan secara langsung
(wawancara), telepon, email, surat dil. Sehingga didapatkan tanggapan
dan umpan balik secara langsung dan pelanggan serta memberikan
respon positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para
pelanggannya. Metode pengukuran kepuasan pelanggan dapat
dilakukan pengukuran dengan beberapa cara.

a. Pengukuran secara langsung (wawancara) melalui pertanyaan
seperti sangat tidak puas, tidak puas, puas dan sangat puas (directly

repurted satisfuction).
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b. Pelanggan diberikan pertanyaan seberapa besar yang mereka
harapkan akan suatu produk/ layanan dan seberapa besar yang
mereka rasakan (derived satisfuction)

¢. Pelanggan/ responed diminta untuk menuliskan masalah-masalah
vang mereka miliki, serta perbaikan-perbaikan yang mereka
harapkan.

d. Pelanggan/responden diminta untuk merangking berbagai elemen
dari penawaran berdasarkan derajat pentingnya setiap elemen dan
scbarapa baik kinerja perusahaan (importance’ performance ratting)

Dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik yang prima, organisasi
pelayanan publik harus memiliki karasteristik sebagai berkut :

a.  Setiap anggota/ pegawal memahami tujuan organisasi dan mengerti
peranan masing-masing dalam proses operasional organisasi.

b.  Menghargai keberadaan setiap orang dalam organisasi dan memberi

kesempatan dan dorongan untuk mengembangkan potensi masing-

masing.

Fokus utama adalah melayani masyarakat/ klien,

Kerja sama dan kerja tim menjadi budaya kerja sehari hari

¢.  Para pemimpin/ para pejabat sepenuhnya terlibat dalam program dan
insiatif peningkatam kualitas pelayanan.

f. Setiap orang dalam organisasi berkonsentrasi pada pencapaian kinerja
dan kualitas pelayanan.

g.  Beroreantasi kepada perbaikan kinerja secara berkelanjutan:

h.  Organisasi dan seluruh anggota/ pegawai sangat menghargai dan
mampu memaharmi harapan-harapan para stakeholder dan mengetahui
bagaimana memberikan kepuasan kepada mereka.

. Quality and innovation driven.

| 2R

Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima sering dihadapi

beberapa kendala antara lain sebagai berikut : (Dedy Mulyadi dkk, 2016):
a. Kurangnya komitmen dan aparatur pelayanan, Aparatur Sipil Negara
{ASN), mereka melaksanakan tugas secara asal-asalan, asal selesai,

tanpa memperhatikan kebutuhan, keinginan dan kepuasan masyarakat.
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b. Kurangnya pemahaman tentang manajemen kualitas, para pimpinan dan
pelaksana layanan publik, kurang memahami serta tidak memahami
pengetahuan dan ketrampilan untuk manajemen yang berkualitas.

c. Ketidakmampuan mengubah kultur, perilaku dan budaya {kebiasaan},
pemberi layanan terbiasa dengan pola dan perilaku lama, mereka merasa
dibutuhkan masyarakat, budaya minta dilayani masih menonjol dari
pada budaya melayani.

d. Kurang akuratnya perencanaan yang berkualitas, ketidakakuratan
perencanaan yang berkualitas serta tidak memahamni kualitas yang
diharapkan masyarakat.

e. Keterbatasan sumber-sumber daya, baik sarana prasarana pelayanan,
keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM).

f. Kurang efektifnya program pengembangan Sumber Daya Manusia
(SDM), pengembangan SDM tanpa di ikuti program dan kebutuhan
SDM yang jelas.

g Sistem dan struktur kelembagaan yang kurang kondusif, jenjang
birokrasi yang panjang, di sertai dengan prosedur yang berbelit-belit.

h. Lemahnya sistem insentif (terutama non finansial), yang tidak seimbang
dengan tanggung jawab dan tugas yang diembannya.

i. Beroreantasi jangka pendek, perencanaan dan pelaksanaan hanya untuk
memenuhi kebutuhan jangka pendek bukan perencanaan untuk jangka
pannjang.

j.  Kurangnya Pengembangan sistem informasi kinerja pelayanan.
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Pembenian pelayanan yang terbaik adalah hal mutlak dan tidak dapat
ditawar lagi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik yang
prima adalah kewajiban dan pemerintah melalui aparaturnya dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Mendapatkan pelayanan yang prima adalah hak
sctiap warga negara (masyarakat) serta menjadi harapan masyarakat, untuk itu
diperlukan kolaborasi yang seimbang antara pemerintah penyelenggara layanan
publik serta masyarakat penerima layanan publik.

3. Perkembangan Layanan Publik di Indonesia
Kebijakan pemerintah pada era pemerintahan orde baru dalam rangka
memberikan pelayanna prima dalam rancangan undang-undang pelayanan publik
melaui Instruksi presiden (Inpres) Nomor I tahun 1995 Tentang peningkatan
kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyrakat. Selanjutnya keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003, telah
merumuskan apa yang menjadi asas dan prinsip dan standar pelayanan publik, hal
ini bertujuan untuk memberikan petunjuk dan standar pelayanan publik di
indonesia dengan prinsip-prisip pelayanan prima sebagai berikut :
1. Kesederhanaan, prosedur pelayanan publik tidak berbelit belit mudah
dipahami dan mudah dilaksankan.
2. Kejelasan meliputi:
a. Persyaratan teknis dan adminitrast pelayanan publik.
b. Unit kera/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab
dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian

keluhan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
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3. Kepastian waktu, pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan dalam
kurun waktu yang telah ditentukan,

4. Akurasi, produk layanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.

5. Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa
aman dan kepastian hukum

6. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara layanan publik atau pejabat
yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan
penyelesaian keluhan/ persoalan dalam pelayanan publik.

7. Kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya peralatan kerja dan
pendukung lainnya termasuk diantaranya sarana tehnologi informasi
dan telekomunikasi.

8. Kemudahan akses, tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang
memadai serta mudah dijangkau masyrakat,

9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan
pelayanan.

10. Kenyamanan, meliputi lingkungan pelayanan yang bersih teratur,
tersedia ruang tunggu yang nyaman, dilengkapi dengan sarana fasilitas
pendukung pelayanan seperti toilet, tempat parkir, sarana ibadah,
sarana bagi kaum difabel dil.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang
Ombudsman, Negera Indonesia memberikan mandat kepada Ombudsman
Republik Indonesia (ORI) untuk berperan sebagai lembaga eksternal yang
mengawasai terhadap pelayanan publik baik yang dilakukan oleh pemerintah

maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah
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(BUMD) dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN), serta badan swasta atau
perorangan yang bertugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik tertentu
yang seluruhnya atau sebagian dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Ombusman Republik Indonesia mendorong pemerintah untuk selalu hadir,
guna membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan
terpecaya, memperkuat dan meningkatkan trasparansi dan akuntabilitas kinerja
pemerintah, serta pengawasan terhadap kualitas layanan publik yang diberikan
kepada masyrakat.

Berdasarkan pasal 2! Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik, setiap standar pelayanan di persyaratkan harus mencantumkan
sekurang-kurangnya meliputi :

a) Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi

dasar penyelenggaraan pelayanan.

b) Jam Pelayanan, merupakan waktu yang ditetapkan untuk menagtur jam
buka, tutup dan waktu istirahat bagi petugas dalam memberikan
pelayanan

¢) Persyaratan pelayanan adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang
harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, batk
persyaratan teknis atau adminitrasi.

d) Sistem, mekanisme dan prosedur, adalah tata cara pelayanan yang
dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.

e) Jangka waktu Penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untu

seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
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f) Biaya/ tarif, adalah ongkos yang yang dikenakan pada penerima
layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari
penyelenggara yang besamya ditetapkan antara penyelenggara dan
masyarakat.

g) Produk layanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

h) Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas
yang diperlukan dalam penyelenggraan pelayanan, termasuk peralatan
dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.

t} Kompetensi pelaksana, adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh
pelaksana pelayanan meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan
pengalaman.

J) Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intem dan
pengawasan langsung yang dtlakukan oleh pimpinan satuan kerja atau
atasan langsung pelaksana.

k) Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tatacara
pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindakan penyelesaikan lebih
lanjut.

) Jumlah Pelaksana adalah adalah tersedianyam pelaksana sesua: beban
kerja, informasi mengenai komposisi dan jumlah petugas yang
melaksanakan tugas sesuai pembagiandan uraian tugasnya.

m) Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan diberikan

sesuai dengan standar pelayanan.
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n) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk
komitment untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, resiko
dan keragu-raguan.

o) Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui
seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Dalam mengukur mengevaluasi kualitas pelayanan, tidak dapat
ditentukan oleh pemerintah saja namun juga ditentukan oleh masyarakat, hal ini
seperti yang dijelaskan oleh Ated Adi Barata (2003, h,36) bahwa berbicara
mengenai kualitas pelayanan, ukurannya bukan hanya ditentukan oleh pihak yang
melayani saja, tetapi lebith banyak pihak yang layani, karena merekalah yang
menikmati dan merasakan layanan, sehingga dapat mengukur kualitas pelayanan

berdasarkan harapan-harapan masyarakat dalam memenuhi kepuasannya,

Ombusman Republik Indonesia (ORI} melakukan penilaian terhadap
terhadap standar pelayanan, dalam hal ini ORI memposisikan sebagai masyarakat
pengguna layanan yang ingin mengetabui hak-haknya dalam pelayanan publik
seperti ada atau tidaknya persyaratan pelayanan, kepastian waktu dan biaya,
prosedur dan alur pelayanan, sarana pengaduan, pelayanan yang ramah dan

nyaman, nomor antrian, fasilitas untuk berkebutuban khusus dil.

Salah satu keberhasilan reformasi birokrasi dalam perwujutan good
governance sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan publik, untuk itu faktor-
faktor yang mempegaruhi optimalisasi pelayanan publik perlu ditingkatkan antara
lain : (a) kepemimpinan (/eadership), (b} budaya organisasi (organizational
ctdture), (c) kelembagaan, (d) tata kega (standart operating prosedure), (e)

Standar pelayanan, (f) pengelolaan pengaduan masyarakat, (g) pengendalian dan
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evaluasi, (h) sarana prasarana, (i) penggunaan tehnologi informasi dan (j)

pengelolaan sumber daya manusia ( Lembaga Adminitrasi Negara, 2010).

4. Kepuasan Masyarakat
Konsep kepuasan masyarakat menurut (Zeithaml Et Al 1990), dalam
dunia usaha, kepuasan konsumen dalam bisnis pelayanan jasa dapat diukur dari
kesenjangan antara harapan dan persepsi pelanggan tentang pelayanan yang akan
diterima. Menurut Kottler (1997) kepuasaan pelanggan adalah kepuasan atau
kekecewaan yang diterima konsumen setelah membandingkan antara harapan dan

kenyataan yang sebenamya.

Kepuasan Pelayanan, menurut Kep-Menpan No Kep/25/M PAN/2/2004,
adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang
diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan kepuasan
pelanggan dikonseptualisasikan oleh Cattode Ooddruf, dan Jenkis (Tjiptono dan
Chandra, 2005,h.197) sebagai “Perasaan yang timbul setelah mengevaluasi
pengalaman memakai produk™. Oliver (Tjiptono dan Chandra, 2005, hal-198).
Kepuasan pelanggan merupakan evaluasi yang surprise yang inheren dalam
pemerolehan dan atau pengalamam konsumsi produk™

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan respon balik tentang
kepuasan masyrakat terhadap layanan yang diberikan oleh penyelenggara negara,
respon ini diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif, atas pendapat
masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara publik dengan
membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara (Men-

PAN), kepuasan pelayan adalah “hasil pendapat dan penilaian yang diberikan olch

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43634.pdf

46

masyrakat terhadap pelayanan diberikan oleh penyelenggara nepara sebagai
pelayan publik” Hasil Penilaian dari respon masyarakat ini dapat dijadikan acuan
untuk penyelenggara pelayanan publik dalam melihat tingkat kepuasan pelayanan
publtk yang telah diberikan. Menurut Undang-Undang Negara Republik Nomor.
25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik merupakan kegiatan
atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Kotler yang dikutip Tjiptono (1996:148) terdapat empat metode
dalam mengukur kepuasan pelanggan, antara lain adalah sebagai berikut :

I. Sistem keluhan dan saran, artinya perusahaan yang beroreantasi kepada
kepuasan pelanggan, dituntut untuk memberikan kesempatan yang luas
pada pelanggan untuk meyampaikan keluhan, saran, masukan kepada
perusahaan baik secara langsung melalui kotak saran pada tempat-tempat
yang strategis, kartu komentar, short message sistem (sms) pengaduan,
surat elektronik (e-maif) dan lain fain,

2. Survei kepuasan pelanggan, artinya pelanggan diminta respon balik
dengan metode survey, baik secara langsung melalui wawancara
pribadi,atau tidak langsung melalui telepon, SMS (Short Mesage Sistem),
Pos, dll.

3. Ghost Shopping, dimana perusahaan memperkejakan beberapa orang
(ghost shopper) untuk berperan dan bersikap sebagai sebagai pelanggan
atau pembeli, kemudian ghost shopper ini menyampaikan kelebihan dan

kekurangan dari produk mereka.
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Haris Agus Jratama (2014) dengan judul

Dalam Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Manik

Pelayanan Publik dibidang Perizinan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik

dilingkungan Pemerintahan Kota Jogjakarta. Haris Agus Jratama dalam penelitian

membahas munculnya Perda No. 07 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan

pelayanan Publik di wilayah Jogjakarta, yang diitkuti Surat keputusan Kepala

Dinas Nomor 49/KEP/Dizin/2013 tentang Standart Pelayanan, dan Keputusan

Kepala Dinas Nomor S0/KEP/Dizin/2013 Tentang Maklumat Layanan. Serta

mebahas kendala teknis, kendala teoritis dan kendala yuridis dalam pelayanan di

lingkungan pemerintahan Kota Jogjakarta.
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Penelitian lainnya yang dilakukan Restu dedis Ahdan, dengan judul
Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan publik
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Paser, dengan
menggunakan metode diskriftif kualitatif dengan memberikan gambaran variabel
yang diteliti antara lain : partisipatif, persamaan perlakuan, kepastian hukum,
kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, akuntabilitas, fasilitas dan
perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan
kemudahan dan keterjangkauan.

C. Kerangka Berpikir

Agar dapat memberikan memberikan pelayanan publik sesuai dengan
standart yang ada, perlu dilakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
dengan menggunakan unsur-unsur sesuai dengan Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara nomor KEP/25/M.PAN/2/2004, Tentang
Pedoman Umum penyususnan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit
Pelayanan Instansi Pemerintah sebagai berikut antara lain sesuai dengan
penyelenggara layanan publik harus memperhatikan dan menerapkan 14 (empat
belas unsur) yang meliputi (1) Prosedur Pelayanan (2) Persyaratan Pelayanan, (3)
Kejelasan Petugas pelayanan (4) Kedisiplinan Petugas pelayanan (5) Tanggung
Jawab Petugas pelayanan, (6) Kemampuan Petugas Pelayanan, (7) Kecepatan
Pelayanan (8) Keadilan mendapatkan pelayanan (9) Kesopanan dan Keramahan
Petugas (10) Kewajkaran biaya pelayanan. (11) Kepastian biaya Pelayanan (12}
Kepastian jadwal pelayanan (13} Kenyamanan lingkungan (14) Keamanan

pelayanan
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Dengan diterbitkannya Undang-Undang No 29 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2013, tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang pelayanan publik.
serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(MenPAN-RB) Nomor 16 Tahun 2014, tentang pedoman survei Indek Kepuasan
Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, terdapat
sembilan (9) sembilan faktor antara yang harus di penuhi antara lain; (1)
Persyaratan pelayanan, (2) Prosedur layanan, (3) Waktu pelayanan, (4) Biaya/
fanif, (5) Produk spesifikasi jenis layanan, (6) Kompetensi Pelaksana, (7)
Perilaku Pelaksana, (8) Makiumat Layanan, (9) Penanganan pengaduan, saran
dan masukan.

Dalam Penilaian ini, penulis menggabungkan antara kedua faktor, antara
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor
KEP/25/M.PAN/2/2004 dan Permen-PAN-RB Nomor 16 Tahun 2014, tentang
Pedoman Umum Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat, walaupun aturan
tersebut sudah diperbaharui dengan aturan yang baru dengan Permen-PAN-RB
Nomor 16 Tahun 2014 (belum ada pedoman metode penilaian), sehingga masih
mengadop/ menggunakan metode yang yang sebelumnya dalam perhitungan nilai
IKM. Nilai IKM dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang
masing-masing unsur pelayanan. Terdapat 14 (empat belas) vanabel yang akan
dilakukan pengukuran pada peneltitian imi gabungan antara Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 dan Permen-
PAN-RB Nomor 16 Tahun 2014, sehingga didapatkan variabel sebagai benkut :

(1) Prosedur pelayanan, (2) Persyaratan pelayanan, (3) Kejelasan Petugas
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D. Definisi Konsep

Untuk memudahkan pemberian arah dan kejelasan tentang penelitian ini,
peneliti perlu memben definisi secara konseptual dari masing masing vanabel
sebagai berikut :

a. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat dilihat kejelasan pelayanan dan
kesederhanaan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan

dokumen (sertifikasi).

j=n

. Persyaratan pelayanan. yaitu persyaratan tekms dan adminitrasi
yang diperfukan untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan
jenis pelayanannya.

¢. Kejelasan Petugas Pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian
petugas pelaksana yang memberikan pelayanan (nama, jabatan,
wewenang dan tanggung jawabnya)

d. Kedisiplinan dan tanggung jawab pelayanan, yaitu keberadaan
petugas pada saat jam pelayanan serta tanggung jawab pelaksana
dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan.

e. Kemampuan dan Kompetensi Petugas layanan, yaitu keahlian
dan ketrampilan yang dimiliki petugas pelaksana dalam
memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.

[ Ketepatan waktu pelayanan, yaitu target waktu penyelesaian

pelayanan, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Unit

pelaksana penyelenggara pelayanan.
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g. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pclaksanaan pelayanan
dengan tidak membedakan (sistem antrian) golongan/status
masyarakat yang dilayani.

h. Kepastian dan kewajaran biaya layanan yaitu kejelasan semua
biaya dan tarif yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah (PP
35 Tahun 2016, tentang Penerimaan Negara Bukan (PNBP) Pajak
pada Kementrian Pertanian), serta memampang dan menempatkan
pada lokasi yang mudah dijangkau dan dilihat,

i. Kesopanan dan keramahan petugas vaitu sikap dan penlaku
petugas pelaksana dalam memberikan pelayanan, kepada
masyarakat secara sopan, ramah tamah, saling menghargai dan
menghormati.

j. Produk Spesisikasi jenis layanan yaitu jenis produk layanan
vang diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
(fungsi dan tujuan di bentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) ).

k. Maklumat layanan, adalah merupakan pernyataan kesanggupan
dan janji penyelenggara layanan untuk membenkan pelayanan
sesuai dengan standart pelayanan dan waktu yang telah di tetapkan.

|, Kenyamanan lingkungan, vyaitu kondisi sarana prasarana
pelayanan yang bersth, rapi dan teratur schingga memberikan rasa
nyaman kepada penerima layanan.

m. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan
lingkungan pada unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana

yang digunakan, sehingga masyarakat pelayanan bebas dari resiko-
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resiko buruk yang di akibatkan dari pelaksanaan pelayanan dan
lingkungan pelayanan.

n. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah adanya
fasilitas pengaduan secara langsung (tatap muka) maupun tidak
langsung ( telp, email, sms dll} untuk menyampaikan pengaduan,
saran dan masukan, serta adanya petugas yang bertanggung jawab

terhadap penanganan pengaduan serta tindak lanjutnya.
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METODE PENELITIAN

A.  DESAIAN PENELITIAN
Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan pada bab
pendahuluan, penelitian ini menggunakan rancangan atau desain penelitian
kuantitatif yaitu untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat, dengan cara
mengukur Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada masyarakat yang
memanfaakan jasa/sertifikasi pelayanan tindakan karantina pertanian (karantina
hewan dan karantina tumbuhan) pada Balai Karantina Pertanian Kelas II
Palangkaraya dan wilayah kerjanya di Propinsi Kalimantan Tengah.
Unsur pelayanan yang dilakukan evaluasi merupakan gabungan/ kombinasi

9 (sembilan) unsur peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014, tentang pedoman survei kepuasan
masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan dan 14 (empat belas unsur) pada
keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman umum penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM), sehingpa pada penelitian ini didapatkan unsur-unsur sebagai
berikut :

I. UL Prosedur pelayanan

2. U2. Persyaratan pelayanan.

3. U3. Kejelasan petugas pelayanan

4. U4 Kedisiplinan dan tanggung jawab pelayanan

5. US. Kemampuan dan kompetensi petugas layanan

6. U6. Ketepatan waktu pelayanan,

59

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43634.pdf

60

7. U7. Keadilan mendapatkan pelayanan,

8. U8. Kepastian dan kewajaran biaya layanan
9. U9. Kesopanan dan keramahan petugas

10. U10. Produk spesisikasi jenis layanan.

1. Ull. Maklumat layanan,

12. U12. Kenyamanan lingkungan,

13. U13. Keamanan pelayanan,

14. Ul4. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

B. POPULASI DAN SAMPEL

Obyek penelitian adalah orang/ badan hokum (titipan kilat, ekspedisi, kuasa
pengguna jasa) yang memanfaatkan jasa karantina (sertifikasi karantina) sebagai
syarat pengiriman media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan
Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), khususnya yang keluar
wilayah Propinsi Kalimantan Tengah yang melalui pelabuhan dan bandara di
tempat petugas karantina bertugas.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memertukan layanan
sertifikasi tindakan karantina (Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan).
Tehnik pengambilan data diambil secara langsung (acidentul sumpling) yang
ditemui pada saat pengguna jasa melakukan permohonan tindak Karantina
(komoditas keluar) pada saat survey dilakukan. Adapaun besaran Sampel pada
penelitian ini dengan perhitungan menpergunakan rumus Slovin (sevila et al

1960:182) adalah sebagai berikut :
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_ N
{1+ N(e?)

n

dimana :
n : jumlah Sampel
N : Jumlah Populasi
E : batas toleransi kesaahan (error tolerance)
Dengan batas toleransi 5%, dengan populasi sebanyak 900 responden
pengguna jasa karantina yang melakukan permohonan tindakan karantina
pertanian untuk domestik keluar (data lab Tahunan Balai Karantina Pertanian

Kelas II Palangkaraya 2016) rata-rata perbulan, sehingga didapatkan besaran

sampel 279 sampel

. 900
~ {1+ 900 (0,5)%)

n =279 Sampel

Sampel dibagi ke dalam 3 (tiga) wilayah kerja, sehingga masing-masing
wilayah kerja (Kola Palangkaraya, Kota Sampit dan Kota Pangkalanbun)
sebanyak 93 sampel. Mengingat sebagian besar pengguna jasa karantina
mepergunakan layanan karantina secara berulang-ulang (orang, ekspedisi, agen,
Jasa titipan), untuk menghindari adanya bias dan duplikasi, sampel diambil pada
orang/ ckspedisi yang berbeda, karena ada beberapa komoditas yang dalam
pengurusannya diserahkan kepada pihak ketiga. .

Sampel diambil secara acak pada pelayanan yang meliputi : (1) Kantor

induk Balai Karantina Jalan G.Obos Palangkaraya dan pelayanan pada Bandara
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Tilik riwud, (2) Wilayah kerja Sampit (Bandara H. Asan dan Pelabuhan Sampit)
(3) Wilayah kerja Pangkalanbun (kantor pelayanan Pangkalanbun (Pelabuhan
Kumai dan Bandara Iskandar). Penelitian/ survey dilakukan pada jam pelayanan :
1. Hari senin- Minggu, mulai pukul 08.00 — 16.00 WIB sesuai jam
layanan pada Balai karantina Pertanian kelas I Palangkaraya dan
wilayah kerjamya

Tabel 3.1 Lokasi dan Jadual Pelaksanaan Survey

I | Kantor Balai karantina Pertanian Bulan Agustus 2017 46
Kelas 11 Palangkaraya, fln G.OBOS {minggu I-1V)
Km 5,5 Palangkaraya
Kantor Instalast karantina Pertanian Bulan Agustus 2017 47
Bandara Tjilik Riwud, JIn Adonis (minggu 1- IV)
Samad, Palangkaraya
2 | Kantor karantina wilker sampit, Jln Bulan September 47
Kom Pelabuhan Sampi 2017
. ___(minggu I-IV)
Kantor pelayanan karantina Bandara Bulan Agu 2017 46
H. Asan Sampit (minggu I-1V) 4
3 | KantorPelayanan karantina Bulan Agustus 2017 47
Pelabuhan, Jin Batu Belaman, Kec. (minggu [-1V)
Kumai Bln september 2017
. (Minggu 1-11)
Kantor pelayanan Karantina Bufan Agustus 2017 46
Bandara Iskandar Pangkalanbun (minggu I-1V)
Bln september 2017
{(Minggu I-IT)
Total 279

Untuk wilayah kerja Seruyan mengingat lalu lintas media pembawa
melalui alat angkut kapal antar pulau yang relatif terbatas tidak dilakukan

penelitian, karena sejak Tahun 2016 sejak diberlakukannya meoratorium Calon
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Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Petugas karantina dipindahkan ke wilayah Kerja
Sampit, demi efektifitas sistem pelayaan karantina pada wilayah kerja Seruyan
diakukan secara on calling, hal ini disebabkan terbatasnya jumlah petugas
karantina pada Balai Karantina Pertanian kelas Il Palangkaraya, petugas karantina
akan datang pada saat kedatangan kapal dan ada permohonan tindak karantina dari
masyarakat, pelayanan dilakukan oleh petugas karantina dari Wilayah Kerja

Sampit.

C. INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Indek kepuasan masyrarakat (IKM) merupakan suatu cara evaluasi terhadap
pelayanan publik pada Balai Karantina Pertanian Kelas [l Palangkaraya dan
wilker-wilkernya dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder,
adapun sumber data sebagai berikut :

1.  Data Primer

Data Primer adalah data yang secara langsung didapatkan dan diperoleh
dari responden secara langsung dengan melakukan survey secara langsung (deep
interview). Survel secara langsung untuk mendapatkan data/informasi yang
berkailan dengan penilaian pengguna jasa Karantina Hewan dan Karantina
Tumbuhan, terhadap unsur-unsur pelayanan (Ul-U14) yang di lakukan evaluasi

dengan unsur — unsur kuisisoner sebagai berikut. :

U1 Prosedur Pelayanan,

u2 Persyaratan Pelayanan,

U3 Kejelasan Petugas Pelayanan,

U4 Kedisiplinan dan Tanggung jawab Petugas Pelayanan,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43634.pdf

64

us Kemampuan Petugas Pelayanan,

Ué Ketepatan Waktu Pelayanan,

U7 Keadilan Pelayanan,

U8 Kepastian dan Kewajaran Biaya Pelayanan,

us9 Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan,
U10 Kesesualan Produk Layanan,

Ul Maklumat Layanan,

Ul2 Kenyamanan Lingkungan Pelayanan,

Ul3 Keamanan Lingkungan Pelayanan,

ul4 Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan

Dari masing-masing variabel pelayanan tersebut diberi nilai 1-4, untuk
nilai ! (satu) variabel pelayanan dari tidak puas, kurang puas, puas dan sangat
puas dan nilai 4 (empat) untuk variabel yang sangat puas.

2.  Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang yang didapat dan data-data resmi
sebelumnya (study literatur), Laporan Tahunan Balai Karantina Pertanian Kelas 11
Palangkaraya.

D.  Tehnik analisa data

Tehnmk analisa data dilakukan mengpunakan Nilai Indek Kepuasan
Masyarakat (IKM) vang dihitung dengan menggunakan nilat rata-rata tertimbang
masing-masing unsur pelayanan. Setiap unsur pelayanan mempunyat penimbang

yang sama dengan rumus perhitungan sebagai berikut (Kep/25/M/M.PAN/2004)

jumlahbobot 1
=— = 0,0071

Bobot nilai Rata — Rata = W =12
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Berdasarkan rumus diatas, maka interval untuk masing-masing item adalah :

1116 - 279 837
I = 4 = ) = 209,25

Penilaian untuk setitap unsur/dimensi kinejanya dapat diukur sebagai berikut :

Bobot 279 - <488 25 Tidak baik
Bobot 48825- <697,5 Kurang baik
Bobot 697,5 - <906,75 Baik

Bobot 906,75 - 1116 Sangat baik

Untuk menghitung Nilai Rata-Rata (NRR) dari masing- masing unsur-unsur yang
ada (pelayanan), dilakukan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Nilai Per unsur
Jumlah kuisioner terisi

NRR per unsur =

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, diprioritaskan kepada unsur-unsur yang
mempunyai nilai rendah, sedangkan unsur-unsur yang mempunyai nilai cukup

tinggi harus tetap dipertahankan.
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Komposist Pegawai Menurut Golongan/K epangkatan pada Balai Karantina
Pertanian Kelas il Palangkaraya Tahun 2016

Gol

Kontrak

Jabatan

Struktural | Medik | Paramedik| POPT POPT 1 Tenaga | Tenaga THL Jumiah

Veteniner | Veleriner | aAny | Pelaksanal] Teknis Adm

Trampil
| . ] :
5 2 5 1 1 3 19
8 8 8 5 - 2
37 37
I

S oer: Laporan Tahunan BKP Kelas [l Palangkaraya, 2016.

Tabel 4.3

Komposisi Pegawat Berdasarkan Pendidikan pada Balai Karantina Pertanian
Kelas II Palangkaraya Tahun 2016

No Got. Pendidikan Terakhir Jumiah
S3 S2 S1 D3 SLTA
1. IV - 1 1 - - 2
2. Il - 13 1 1 18
3. I - - - 8 20 28
| 4 [NonPNS - - 7 2 28 37
Sumber : Laporan Tahunan BKP Kelas Il Palangkaraya, 2016.
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Laporan hasil penilaian ..nbusman Republik Indonesia . _I)' pada
.«hun 2016 terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan publik pada 25
(dua puluh lima) kementrian didapatkan sebanyak 44% atau 11 (sebelas)
kementrian masuk zona hijz  dengan predikat kepatuhan tinggi dan 48%, atau
12 (dua belas) kementrian masuk zona kuning dan 8% atau 2 {dua) kementrian
masuk zona merah, dengan tingkat kepatuhan rendah. Kementrian Pertanian dari
hasil  ilatan ORI termasuk dalam kategori zona hijau dengan predikat
kepatuhan yang tinggi. Hasil penilaian Ombusman Republik Indonesia, terdapat
beberapa komponen standar yang tidak terpenuhi antara lain berkaitan dengan
hak pengguna layanan berkebutuhan khusus, seperti kaum difabel, ruang ibu

:nyusui, tempat duduk manusia lanjut usia {manula) dan lain sebagainya.

Penilaian terhadap pemenuhan komponen standar di 33 (tiga puluh tiga)
pemerintah propinsi (pemprop) didapatkan hasil sebanyak 39,39% atau 13 {tiga
belas) pemerintah propinsi masuk dalam zona hijau dengan tingkat kepatuhan
tinggi n hasil yang sama sebanyak 13 (tiga belas} pemerintah propinsi atau
39,39% pada zona kuning, dengan igkat kepatuhan sedang, dan 7 (tujuh)
pemerintah propinsi atau 21,21% masuk dalam zonma merah dengan tingkat
kcpatuhan rendah. Pemerintah Propinst Kalimantan Tengah dan hasil penilaian
ORI termasuk dalam kategori zona hijau dengan predikat kepatuhan ya | tinggi.

Capaian target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam mendorong kepatuhan penyelenggara
kepatuhan publik terhadap pelaksanaan Undang - Un* g Nomor . Tahun 2009

pada Tahun 2016 adalah seb 70%, se' ' n dari hasil penilaian lembaga

'Hasil penilaian Kepatuhan terhadap standar pelayanan dan kompetensi penyelenggara
p yanan sesuai dengan undang-undang Normor 25 tahun 2009 Tentang pelayanan publik.
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Kt 25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ¢ nyatakan
dal:  pasal 6 ayat (1) pelayanan administratif merupakan pelayanan oleh
penyel 3gara n¢ ra yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang
dibutuhkan oleh masyarakat.

Tehnik analisa data yar dilakukan untuk menghitung nilai IKM dengan
menggunakan nilal rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Setiap
unsur pelayanan mempunyai penimbang yang sama, dengan dasar perhitungan
berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Kep/25/M/M PAN/2004.

Penelitian dil uwkan [ la Balai Karantina Pertanian Kelas 1]
Palangkaraya, dan wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bandara Tjilik Riwut,
wilayah kerja Sampit dan wilayah kerja Pangkalanbun, dengan waktu penelitian
tanggal 04 Agustus s/d 19 September 2017.

Mer 1gat banyaknya pengguna jasa (orang, ekspedisi, badan usaha) yang
secara berulang-ulang memanfaatkan jasa karantina, kuisioner diberikan kepada
pengguna jasa secara terpilih, untuk menghindan adanya duplikas: data, agar
didapar n hasil yang dapat mewakili persepsi masyarakat secara nyata kepada
para pengguna jasa yang melakukan tindakan karantina berupa pengiriman
(domestik keluar) media pembawa HPHK dan OPTK keluar dan wilayah

Kalimantan Tenga
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[ ukn _ ahuip st ©_  anan, kuisi 1er juga dilakukan
pada khususnya kepada | tugas layanan pejabat fungsional karantina hewan
(medik veteriner dan paramedik veteriner) dan fungsional karantina tumbuhan
{Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan) POPT ahli dan terampil,
dilakukan secara menyeluruh dengan jumlah petugas pada Bandara Tjilik Riwud
palangkaraya sebanyak 15 (lima belas orang), wilayah kerja Sampit 8 (delapan)
dan wilayah kerja Pangkalanbun 9 (semhilan) orang, untuk memberikan gambaran
persepsi petugas pelayanan terhadap layanan yang telah diberikan.

B. Hasill litian
1. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Karantina
Pertanian Pada Balai Karantina Pertanian Kelas 1I
Palangkaraya.

Dan target awal penelitian direncanakan sebanyak 279 (dua ratus tujuh
puluh sembilan) kuisioner, yang lakukan secara sampling, selama rentang waktu
45 (empat puluh lima) han, mulai tanggal 04 Agustus s/d 19 September 2017.
Sampai batas waktu yang telah ditentukan sebanyak 271 (dua ratus tujuh puluh
satu) kuisioner atau 97,13% kembali dan setelah dilakukan pentabulasian data
sebanyak 2 kuisioner atau 0,07% meragukan/ tidak dapat dijadtkan sebagai data
dasar. Hasil perhitungan (Tabel 4.14) secara umum gambaran pelayanan
didapatkan nilai 80,86 dengan range (62,51-81,25) dengan nilai tergolong baik.

Tabel 4.14

Hasi! Penilaian Nilai ..M pada Balai Karantina Pertanian Kelas 11 . ulangkaraya
twilayah ke~ -nya.

|
lBa]aj Karantina Pertaman K¢ 5 I

i Palangkaraya

80.86 Baik (62,51-81.25)

Sumber Penelitian Tahun 2017
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f NO
Ul4
~RR
Per 3.33
T Tneyr ! o | k hl
‘ |
Terimh | 023 (023 |02 1023 [023 1023 023 [023 {023 |023 [023 {032 |02 (024
ang T 3 J 3
| P ] |
IKM UNIT PELAYANAN 80.86
Sur in Tahun "11
Dari empat belas unsur penilaian didapatkan 3 (tiga) unsur mer  3jukkan

hasil baik dalam rentang (2,51-3,25), unsur tersebut antara lain, Prosedur layanan

(U1), Persy

tan Layanan (U2), Kesesuatan Produk layanan (U10) sedangkan

unsusr unsur yang lain (U3,U4,U5,U6, U7 U8 U9,UI0,U11,U12.U13, dan Ul4)

mendapatkan nilai sangat Baik (3.25-4.00). Unsur penanganan penga ian, saran

dan masukan (Ul4) dan unsur keadilan dalam mendapatkan pelayanan (U8}

me apatkan nilai paling tinggi.
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Aparatur Sipil Negara (ASN), der  n harapaan akan semakin terjadi peningkatan
ku: tas pelayanan publik. Penetapan kuahitas layanan dapat dilihat daei tiga
sudut pan ( + Per-aruh kebijakan pemerintah sebagai pelaksana mandat
masyarakat, (2) Kualitas pelayanan publik yang telah ditetapkan, (3) Penilaian

tit " at kepuasan masyarakat hadap birokrasi yang melakukan pelayanan publik
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KESIMPULAN DAN SARAN

A, KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian serta hasil analisis Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM), dengan mengukur empat belas (14) unsur pelayanan pada

Balai Karantina Pertaman kelas [l Palangkaraya dan wilayah kerjanya di Propinsi

Kalimantan Tengah, didapatkan kesimpulan sebagai berikut.

1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Balai Karantina Pertanian Kelas 1]
Pailangkaraya didapatkan nilai 80,86 dengan nilai baik, dengan perincian
pada (a) wilayah kerja Bandara Tjilik riwud 84,08 (amat baik), (b) wilayah
kerja Pangkalanbun 81,60 (amat baik), (c) wilayah kerja Sampit 76,84
{baik}

2. Hasil penilaian terhadap unsur pelayanan

a. Unsur pelayanan yang mendapatkan respon negatif (baik) antara lain:
prosedur layanan (Ui}, persyaratan layanan (U2), Kesesuain produk
layanan (U10)

b. Unsur pelayanan yang mendapatkan respon positif (amat baik) antara
lain: Penangangan pengaduan saran dan masukan (Ujl4), kepastian dan
kewajaran biaya pelayanan (U8), unsur kedisiplinan dan tanggung jawab
petugas layanan (U4), kejelasan petugas layanan (U3). unsur kemampuan
petugas layanan (U3) pada kejelasan petugas iayanan (U3) kedisipiinan
dan tanggung jawab petugas pelayanan (U4)kemampuan petugas

pelayanan {US5).

115
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3. Persepst petugas layanan dibandingkan persepsi pengguna jada
didapatkan : (a) wtiayah kerja Tjilik Riwut semua unsur pelayanan (Ul-
Ul4) mendapatkan  persepsi pengguna jasa yang lebih tinggi
dibandingkan persepsi petugas layanan. (b) wilayah kerja Sampit
persepsi terhadap unsur layanan U1,U2,U3,U5,U6,U7,U9,Ui2 petugas
layanan yang lebih tinggi dibandingkan persepsi pengguna jasa,
sedangkan unsur layanan U4,U11,U13,U14 mendapatkan sebaliknya. (¢)
wilayah kerja Pangkaianbun persepsi terhadap unsur layanna
U1,U2,U3,U5,U6,U7,U8,U9 petugas layanan vyang lebih tinggi
dibandingkan pengguna jasa, sedangkan unsur U4,U11 dan U14) dimana
persepsi pengguna jasa febih tinggi.

B. SARAN.

I. Pada wilayah kerja Sampit (Bandara H.Asan dan Pelabuhan Sampit) perlu
penyiapan ruangan yang memadai scbagai tempat pelayanan publik
sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman yang dilengkapi
dengan fasilitasi {ruang tunggu, tempat antrian, tempat bagi berkebutuhan
khusus (difabel) ruang ibu menyusui, tempat pengaduan komplain, saran
dan masukan, tempat pemasangan prosesur, standar operating prosedur,
biaya dan tarif, maklumat layanan, jam layanan, waktu layanan dll)

2. Perlu koordinasi dengan instansi terkait, antara iain Balai Konservasi
Ssumber Daya Alam (BKSDA) terkait penerbitan dokumen pendukung
SATS-DN/LN (Surat Angkut Satwa dan Tumbuhan Dalam Negeri/ Luar
negeri} dan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang diterbitkan

oleh dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan.
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3. Adanya perbedaan persepsi petugas yang lebih tinggi dibandingkan
persepsi pengguna jasa (wiiker pangkalanbun dan Wilker Sampit) perlu
ditingkatkan lagi sosialisasi dan komunikasi yang lebih tepat sasaran
sesuai dengan tingkat pendidikan, sosialisasi yang efektif dan efisien
persifat informal dalam bentuk brosur, ieafiet, spanduk di sekitar

pelabuhan dan bandara.
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IKM Unit pelayanan 80,845
Keterangan : No. UNSUR PELAYANAN NILA} RATA2
-U1sd U4 Ut Prosedur pelayanan 3,162
-NRR =Nilai rata-rata U2 Persyaratan peiayanan 3,204
- [KM =Indeks Kepuasan Masyarakat U3 Kejeiasan petugas pelayanan 3,262
- =Jml NRR IKM tertimbang U4 Kedisiplinan petugas pelayanan 3273
-4 =Jml NRR Tertimbang x 25 us kernampuan petugas pelayanan 3,256
NRR Per Unsur  =Jmlh nilai per unsur dibagi U6 Ketepatan wakiu layanan 3,244
Jumlah kuesioner yang ferisi U7 Keadilan pelayanan 3,251
NRR tertimbang per unsur us Keadilan mendapatkan pelayanan 3,296
= NRR per unsur x 0,071 U9 Kepastian biaya dan larif pelayanan 3,269
IKM UNIT PELAYANAN 80,84 | U10 |Kesopanan & Keramahan petugas 3,227
Mutu Pelayanan : U1t Makiumat layanan 3,258
A (Sangat Baik) §1,26 - 100,00 U12  [Kenyamanan lingkungan 3,262
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D {Tidak Baik) 2500- 4375
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Heterangan : No. UNSUR PELAYANAN NILA! RATAZ
-U1s.d 14 U1 Prosedur pelayanan 3,286
-NRR =Nilai rata-rata Uz Persyaratan pelayanan 3,330
- KM =lndeks Kepuasan Masyarakat U3 Kejetasan petugas pelayanan 3,393
=% =Jmi NRR IKM tertimbang U4 Kedisiplinan petugas pelayanan 3,319
-1 =Jml NRR Terlimbang x 25 us kemampuan petugas pelayanan 3,352
NRR Per Unsur  =Jmlh nilai per vnsur dibagi g Ketepatan waktu layanan 3,319
Jumlah kuesioner yang terisi Ut Keadilan pelayanan 3,330
NRR tertimbang per unsur L8 Keadilan mendapatkan pelayanan 3,444
= NRR per unsur x 0,071 o Kepastian biaya dan tanf pelayanan 3,363
IKM UNIT PELAYANAN : 84,08 U10 |Kesopanan & Keramahan petugas 3,337
Mutu Pelayapan : U1t (Maklumat tayanan 3,396
A (Sangat Baik) 81,26 - 100,00 U12 |Kenyamanan lingkungan 3,549
B (Baik) 62,51-8125 1143 [Keamanan lingkungan pelayanan 3,440
C {Kurang Baik} 43 78 - 82 50 U14 |Penanganan, aduan saran & masukan 3,541

D (Tidak Baik} 2500 - 43,75
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Keterangan :

-U1sd U4

- NRR =Nilai rata-rata

- AKM =Indeks Kepuasan Masyarakat
-9 =Jml NRR iKM tertimbang

-+ =Jml NRR Terlimbang x 25

NRR Per Lnsur =Jmlh niai per unsur dibagi
Jumlah kuesioner yang terisi
NRR terlimbang per unsur
= NRR per unsur x 0,071

IKM UNIT PELAYANAN : 81,60 |
Mutu Pelayanan :
A {Sangat Baik) : 81.26 - 100,00
B (Baik} : 62,51 -81.25
C {(Kurang Baik) - 4376 - 62 50
D (Tidak Baik) : 25,00- 43,75
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No. UNSUR PELAYANAN NILAI RATA2
U1 Prasedur pelayanan 3,132
uz Persyaratan pelayanan 3,236
U3 Kejelasan petugas pelayanan 3,270
U4 Kedisiplinan petugas pelayanan 3,385
s kemampuan petugas pelayanan 3,311
UG Ketepatan waktu layanan 3,264
U7 Keadilan pelayanan 3,264
us Keadilan mendapatkan pelayanan 3,286
ug Kepastian biaya dan tarf pelayanan 3,341
U0 Kesopanan & Keramahan petugas 3,242
U111 {Maklumat layanan 3,231
U12 IKenyamanan lingkungan 3,374
U13 [Keamanan lingkungan pelayanan 3,286
U14 |Penanganan, aduan saran & masukan 3,352
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Lampiran 1V

PENGOILAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN

DAN PER UNSUR PELAYANAN

- BALA) KARANTINA PERTANIAN KELAS It PALANGKARAYA

- SAMPIT

UNIT PELAYANAN
WILAYAH KERJA
ALAMAT

Tip/Fax.

: JALAN KOMP PELABUHAN SAMPIT

- (0536) 32317680

PERIODE : AGUSTUS 2017

NILAI UNSUR PELAYANAN

U4

15

U13
14

U12
13

U11

12

Uio
1

Ug

10

us

u?

Us

us

U4

U3

Uz

U1

3

NO
RESP

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

22
23

24

25

27

28
29

30
3t

32
33

35

37

38
39
40

41
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Keterangan : No. UNSUR PELAYANAN NILA} RATAZ
-UTsd U14 U1 Prosedur pelayanan 3.067
-NRR =Nilai rata-rata Uz Persyaratan pelayanan 3,045
- IKM =lndeks Kepuasan Masyarakat UK} Kejelasan petugas pelayanan 3.124
- =Jml NRR IKM tertimbang U4 Kedisiplinan petugas pelayanan 3,112
- =Jml NRR Tertimbang x 25 U5 kemampuan petugas pelayanan 3,135
NRR Per Unsur  =Jminh nilai per unsur dibagi Us Ketepatan waktu layanan 3,146
Jumlah kuesioner yang terisi u7 Keadilan pelayanan 3,157
NRR tertimbang per unsur us Keadilan mendapatkan pelayanan 3157
= NRR per unsur x 0,071 usg Kepastian biaya dan tasif pelayanan 3,101
IKM UNIT PELAYANAN : 76,84 | U10  |Kesopanan & Keramahan petugas 3,101
Mutu Pelayanan : U11  [Maklumat layanan 3,146
A (Sangat Baik) 81,26 - 100,00 Ut2 |Kenyamanan kngkungan 2,854
B (Baik) 62,51-81,25 U13 |Keamanan lingkungan pelayanan 3,023
€ (Kurang Baik) 43,76 - 62,50 Y14 |Penanganan, aduan saran & masukan 3,124

D (Tidak Baik) 2500-43.75
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PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN
DAN PER UNSUR PELAYANAN

UNIT PELAYANAN : BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS || PALANGKARAYA

Wilayah Kerja : Petugas Fungsional Pangkalanbun

ALAMAT s JALAN MAHIR MAHAR NO. 6 PALANGKARAYA KALIMANTAN TENGAH
Tip/Fax. : (0536) 32317680

PERIODE : JANUARI s / d AGUSTUS 2017

NO
RESP NILAI UNSUR PELAYANAN
U1 U2 U3 U4 Us us uz7 us U9 uto | U1 | U2 | U13 | U4
1 2 3 4 5 6 7 5 9 10 11 12 13 14 15
1 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3
3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3
& 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4
a8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
NRR
Per Unsur| 3,222 { 3,333 | 3,222 { 3,000 | 3,333 | 3,444 | 3,444 | 3,333 ] 3,222 | 3,111 3,000 3,111 | 3,000 | 3,111
NRR *)
tertimbang| 0,229 | 0,237 | 0,229 | 0,213 0,237 | 0,245 | 0,245 | 0,237 | 0,229 | 0,221] 0,213 | 0,221 0,213 | 0,221
per unsur 3,187
-
IKM Unit pelayanan 79,678
Keterangan No. UNSUR PELAYANAN NILAI RATAZ2
-U1sd U4 U1 Prosedur pelayanan 3,222
-NRR =Nilai rata-rata U2 Persyaratan pelayanan 3,333
- IKM =Indeks Kepuasan Masyarakat U3 Kejelasan petugas pelayanan 3,222
- =Jml NRR IKM terlimbang U4 Kedisiplinan petugas pelayanan 3,000
- =Jml NRR Tertimbang x 25 us kemampuan petugas pelayanan 3,333
NRR Per Unsur =Jmih nitai per unsur dibagi UG Ketepatan waktu layanan 3,444
Jumlah kuesioner yang terisi u7 Keadilan pelayanan 3,444
NRR terlimbang per unsur U8 Keadilan mendapatkan pelayanan 3,333
= NRR per unsur x 0,071 ug Kepastian biaya dan tarif pelayanan 3,222
(KM UNIT PELAYANAN : 79,68 10 |Kesopanan & Keramahan petugas 3,111
Mutu Pelayanan : uti Maklumat layanan 3,000
A (Sangat Baik} 81,26 - 100,00 U12 |Kenyamanan lingkungan 3,111
B (Baik) : 62,51 - 81,25 U13  |Keamanan lingkungan pelayanan 3,000
C (Kurang Baik} 43,76 - 62,50 Ui4 Penanganan, aduan saran & masukan 3,111
D (Tidak Baik) 25,00-43,75
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Lampiran VII 135
PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN
DAN PER UNSUR PELAYANAN
UNIT PELAYANAN : BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS Il PALANGKARAYA
WILAYAH KERJA : PETUGAS FUNGSIONAL Tijitik Riwud
ALAMAT : JALAN RAYA ADONIS SAMAD
Tlp/Fax. 1 (0536) 32317680
PERIODE : AGUSTUS 2017
NOD
RESP NILAI UNSUR PELAYANAN
(V)] U2 3 U4 Us Us u7 Us us [ uto | U1 | U1z | U413 | M4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
4 3 3 K] 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3
4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3
B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3
9 3 3 2 3 2 3 3 3 3 K| 3 2 3 2
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
11 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
13 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3
14 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
15 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4
NRR
Per Unsur | 3,200 § 3,087 | 3000| 2,633 | 2,867 | 3,933 | 3,267 | 3,467 | 3,200 3,267 § 3,067 | 3,333 | 3,400} 3,000
NRR *)
tertimbang| 0,227 | 0,218 { 0,213 | 0,208 { 0,204 | 0222 | 0,232 | 0,246 | 0227 | 0,232 | 0,218 0,237 | 0,241 | 0,213
per unsur 3,138
™)
KM Unit pelayanan 78,455
Keterangan : No. UNSUR PELAYANAN NILAI RATA2
-U1sd U14 U1 Prosedur pelayanan 3,200
- NRR =Nilai rata-rata 42 Persyaratan pelayanan 3,067
-1IKM =Indeks Kepuasan Masyarakat U3 Kejelasan petugas pelayanan 3,000
-9 =Jml| NRR |IKM tertmbang U4 Kedisiplinan petugas pelayanan 2,933
- =Jml NRR Tertimbang x 25 U kemampuan petugas pelayanan 2,867
NRR Per Unsur =Jmih nilai per unsur dibagi us Ketepatan wakiu layanan 3,133
Jumlah kuesioner yang terisi U7 Keadilan pelayanan 3267
NRR terdimbang per unsur ua Keadilan mendapatkan pelayanan 3,467
= NRR per unsur x 0,071 Ug Kepastian biaya dan tarif pelayanan 3,200
IKM UNIT PELAYANAN : 78,46 U10  |Kesopanan & Keramahan petugas 3,267
Mutu Pelayanan : U11 Maklumat layanan 3,067
A (Sangat Baik) : 81,26 - 100,00 U12 |Kenyamanan lingkungan 3,333
B {Baik} : 62,51 - 8125 U143  JKeamanan lingkungan pelayanan 3,400
€ (Kurang Baik}) 43,76 - 62,50 Y14  {Penanganan, aduan saran & masukan 3,000
D (Tidak Baik) : 25,00 - 43,75
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pelayanan, pada pelayanan diunit ini..

a. Tidak mampu dan tidak kompeten 1
b. Kurang mampu dan kurang kompeten 2
c. Mampu dan kompeten 3
d. Sangat mampu dan sangat kompeten 4 |

6. Bagaimana pendapat saudara tentang ketepatan waktu pelayana
petugas dalam memberikan pelayanan pada unit ini.

a. Tidak tepat 1
b. Kurang Tepat 2
c. tepat 3
d. Sangat tepat 4

7. Bagaimana pendapat saudara tentang keadilan {(urut sesuai
antnan), dalam memberikan pelayanan di unit inj .

a. Tidak adil 1
b. Kurang adil 2
c. adil 3
d. Sangat adil 4

8. Bagaimanan pendapat Saudara tentang kepastian dan kewajaran
biaya dan tarifpada pelayanan di unit ini (sesuai PP 35 Tahun

2016).
a. Tidak pasti dan tidak wajar 1
b. Kurang pasti dan kurang wajar 2
c. Pastidan wajar 3
d. Sangat pasti dan sangat wajar. 4

9. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan
petugas dalam memberikan pelayanan di unit ini..

a. Tidak ramah dan tidak sopan 1

b. Kurang ramah dan kurang sopan 2

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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c. Ramah dan Sopan. 3
d. Sangat ramah dan sangat sopan. 4

10. Bagaimana pendapat Saudara apakah produk dan spesifikasi jeni
layanan sudah sesuaiftepat dengan ketentuan vyang telah
ditetapkan pada unit ini.

a. Tidak sesuai. 1
b. Kurang sesuai. 2
C. sesuai 3
d. Sangaf sesuai 4

11. Bagaimana pendapat Saudara tentang apakah pelayanan yang
ada sesuai maklumat layanan dengan ketentuan yang telah
ditetapkan pada unit ini.

a. Selalu tidak tepat. 1
b. Kadang-kadang tepat. 2
c. Banyak tepatnya. 3
d. Selalu tepat. 4

12. Bagaimana pendapat Saudara tentang kenyamanan lingkungan, |
ruangan pada pelayanna di unit ini :.

a. Tidak nyaman 1
b. Kurang Nyaman. 2
c. Nyaman 3
d. Sangat Nyaman 4

13. Bagamanan pendapat Saudara tentang keamanan dilingkungan
unit pelayanan.

a. Tidak aman . 1
b. Kurang aman 2
c. Nyaman 3
d. Sangat nyaman dan sanagt aman. 4

14, Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan,
saran dan masukan pelayanan di unit ini

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Kcicrangan :

+  UlsdUI4 = Unsurpelayanan

»  NRR Nilat rata- rata

« IKM = Indck KcpuasanMasyarakat

« % = Jml NRR 1KM terlimbang

- *H = [KM UnitPclavanan X 25

PETUNJUK PENGISIAN
Formulir Pengotahan IKM Dengan Cara Manual
1. Unit Pelavanan Isilah dengan jelas nama unit pelayanan vang dinila
4. Alatunt Isilah dlengan lengkap alamat unit pelavanan vang dindai [sampal deogan
Kahupaten dan Provinsi) Nama Jalan, Kode Pos dan: Nomer Telepon,/ Fax,

4. Notmot urut responden silah vrwian  responden dari awal sampai terakhir, sehingga secara

B4},

ey,

Nilau per unsur pelavanan
Ulsfdilig

JGurslal mlai nnsnr
pelayanan

Hilad rmia-rata (NRR) per
unsur pelay anan

Jumlbih NRR lertimbang
PO uansanr pl‘l!l_\-'ll['l!i'[l

Jummlah NEE KM
tertimbhang unit
pelavanan

IKM nnit pelavanan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

clomabis dapal diketabai gumlah responden.

isilah sestni dengan nilad sung diberikan oleh

respouden dari U1 s/d 114 sama dengan wruln dabun kuesioner

unsur  pelayanan

T1silah dengan menjumlah nilai mesiog-masing unsor (kebawah) sestel
dengan jumlah responden yang mengiai.

Izilah nilai rata-rara KM per unsur pelavanan dengan cara jumlah nilai
wasing-masing unsur dibag dengan jumlah respanden yang mengisi,

Isilah jumlah nilai per insur pelayvanan dikahkan Q071 (nilai bobor rara
rala lertinbang).

Isilah dengan menjumlahkan NER KM fertmbang per ansur pelincanan

darifll sfd 1714

Isilah dengan jumlah nilai [KM uit pelavanan keli nilai dasar vaitu 25

43634.pdf
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